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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z/ Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
x 
 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
xi 
 
 Dammah U U 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan 
huruf, yaitu : 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ……أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
    
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf  
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
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ي …….  أ  Fathah dan 
alifatau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup  
 Ta Marbutah atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati  
  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata 
itu terpisah  maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2, لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu 
 لا . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara 
kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  
ditrasliterasikan  sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan 
huruf yang sama   dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang 
itu.  Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  
ditrasliterasikan sesuai dengan aturan  yang digariskan di depan  dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata yang mengikuti  dan 
dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
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7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh berikut 
ini:  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuzuna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf 
kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka  yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan 
tersebut  disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.  
 
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 لوسر لاإ دحمم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر لله دمحلا Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
 
xv 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi‟il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  
yang sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau 
harakat  yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya  bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na  
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ABSTRAK 
Ahmad Munif, NIM: 132.121.045. Skripsi Analisis Maqa<s}id Asy-Syari<ah  dalam 
Piagam Madinah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” (Hasil 
Keputusan Bahs\ul Masa<il Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa Madura 
tahun 2016). 
Pancasila adalah dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 
konstitusi negara Indonesia yang sifatnya adalah final dan tidak tergantikan oleh 
ideologi apapun. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Piagam Madinah. Walaupun secara 
bentuknya berbeda akan tetapi antara substansial antara Piagam Madinah dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sama. 
Sebagai pendahuluan maka rumusan masalah Bagaimana metode istinbath 
hukum bahs\ul masa<il yang digunakan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren 
se Jawa Madura mengenai Piagam Madinah sebagai konstitusi negara untuk 
masyarakat plural dan Persamaan maqa<s}id asy-Syari<ah  antara Piagam Madinah 
dan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945.  
Penelitian ini mengunakan metode penelitian pustaka library research, 
Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan 
mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen-
dokumen, peraturan-peraturan, hasil penelitian, arsip dan sebagaimana yang 
berkaitan dengan pemasalahan yang diteliti. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dalam istinbath, forum bahs\ul 
masa<il menggunakan metode qauli, yaitu menggunakan pendapat ulama terdahulu 
yang terkodifikasi pada al-kutub al-mutabarah sebagai sumber utama. Ada 
kesamaan lima maqa<s}id asy-Syari<ah  (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga 
keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta) yang ada dalam Piagam Madinah,  
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  
 
Kata Kunci: maqa<s}id asy-Syari<ah, Piagam Madinah, Pancasila,  Undang-Undang 
Dasar 1945. 
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ABSTRAK 
Ahmad Munif, NIM: 132.121.045. Analisis Maqa<s}id Asy-Syari<ah  dalam 
Piagam Madinah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” (Hasil 
Keputusan Bahs\ul Masa<il Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa Madura 
tahun 2016). 
 Pancasila is the foundation of the state and Undang-Undang Dasar 1945 is 
the constitution of the state of Indonesia which is finaly and not replaceable by 
any ideology. The Pancasila and Undang-Undang Dasar 1945 Constitution are not 
contrary to the values contained in the Medina Charter. Although differently but 
substantially between the Medina Charter and Pancasila and Undang-Undang 
Dasar 1945 Constitution are the same. 
As a prelude to the problem formulation of how the method of legal 
istinbath bahs\ul masa<il used by Forum of Madura Pesantren Forum on Madinah 
Charter as state constitution for plural society and equation maqa<s}id asy-Syari<ah 
between Madinah Charter and Pancasila with Undang-Undang Dasar 1945. 
 This research uses library research method library, The data used is 
secondary data that is data obtained by studying library materials in the form of 
books, documents, regulations, research results, archives and as related to the 
problems investigated. 
 
 The results of this study show that In istinbat}, forum bahs\ul masa<il using 
qauli method, that is using the opinion of the former cleric codified in al-polar al-
mutabarah as the main source. There are similarities between the five maqa<s}id 
asy-Syari<ah (keeping the religion, keeping the soul, keeping the offspring, 
keeping the mind, and keeping the treasures) contained in the Medina Charter, 
with Pancasila and the Undang-Undang Dasar 1945. 
 
Key Woard: maqa<s}id asy-Syari<ah, Piagam Madinah, Pancasila,  Undang-Undang 
Dasar 1945. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Hingga kini sebagian umat Islam masih ada yang dengan keras  
memperjuangkan formalisasi syariah ke dalam negara. Pemerintah 
mengambil sikap tegas dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 
karena di nilai HTI menjadi gerakan politik yang mempengaruhi opini publik 
untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan konsep khilafah.
1
 HTI 
masih memegangi dengan teguh pendapat bahwa Islam adalah negara 
sebagaimana dipraktikan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah pada tahun 
622 M.  Pandangan ini merupakan repesentasi dari Islam politik.
2
 HTI adalah 
gerakan politik transnasional yang pertama kali digagas oleh Taqiyuddin al-
Nabbani, sempalan dari Ikhwanul Muslimin. Tujuan akhir perjuangan politik 
mereka adalah terciptanya sebuah kekhilafahan yang meliputi seluruh dunia 
Islam di bawah satu payung politik. Bagi HTI khilafah adalah satu-satunya 
sistem politik yang sejalan dengan kehendak syariah. Kelompok HTI dengan 
optimis mengatakan bahwa kekhilafahan yang dibayangkan itu akan berdiri 
tahun 2020.
3
 
Terbentuknya negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut 
Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuasaan 
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 http://nasional.kompas.com, diakses tanggal 13 Juli 2017, jam 13.00 WIB. 
2
Abdullah Mudhofir, Masail Al-Fiqhiyah Isu Isu Fiqih Kontemporer, (Yogyakarta: Teras, 
2011), hlm. 141. 
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 Ahmad Syafii Maarif, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, (Jakarta: 
Paramadina, 2010), hlm. 23. 
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politik riil pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi Muhammad 
SAW setelah hijrah ke Madinah, posisi Nabi Muhammad SAW dan umatnya 
mengalami perubahan besar, berkedudukan kuat dan dapat berdiri sendiri.
4
  
Aktivitas yang sangat penting dan tugas besar ketika Nabi 
Muhammad SAW sudah menetap di Madinah adalah membangun masjid 
Quba, dan menata kehidupan sosial politik masyarakat kota yang bercorak 
majemuk. Pembangunan masjid Quba itu dari segi agama berfungsi sebagai 
tempat beribadah kepada Allah, sedangkan dari segi sosial berfungsi sebagai 
tempat mempererat hubungan antar komunitas.
5
 
Langkah berikut Nabi Muhammad SAW adalah menata kehidupan 
sosial-politik komunitas-komunitas di Madinah. Sebab, dengan hijrahnya 
kaum Muslimin dari Mekkah ke Madinah, masyarakat semakin bercorak 
heterogen dalam hal etnis dan keyakinan. Keberhasilan Nabi Muhammad 
SAW membentuk masyarakat Muslim di Madinah oleh sebagian intelektual 
Muslim masa kini disebut dengan negara kota (city state), dan dengan 
dukungan kabilah-kabilah dari seluruh penjuru jazirah Arab yang masuk 
Islam, maka muncullah sosok negara bangsa (national state). Walaupun sejak 
awalnya dalam kandungan sejarahnya; Islam tidak memberikan ketentuan 
yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki, 
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Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 
1995), hlm. 79-81. 
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 Ibid., hlm. 82. 
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namun suatu kenyataan bahwa Islam adalah Agama yang mengandung 
prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan negara.
6
 
Dalam masyarakat Muslim yang telah terbentuk itulah Nabi 
Muhammad SAW menjadi pemimpin dalam arti yang luas. Yaitu sebagai 
pemimpin agama dan pemimpin masyarakat. Dan konsepsi Rosulullah yang 
di ilhami Alqur`an itulah kemudian menelorkan Piagam Madinah yang berisi 
47 pasal yang diantaranya mencakup tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak 
dan kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum, sampai toleransi 
beragama yang oleh ahli-ahli modern disebut manifesto politik pertama dalam 
Islam.
7
 
Piagam Madinah merupakan surat perjanjian yang dibuat pada masa 
Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang Islam dan pihak lain (Yahudi) 
yang tinggal di Yasrib (Madinah). Piagam tersebut memuat pokok-pokok 
pikiran yang dilihat dari sudut tinjauan modern dinilai mengagumkan. Dalam 
konstitusi itulah pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi 
pandangan hidup modern. Nabi Muhammad SAW membuat pemetaan dan 
pengendalian sosial yang mengatur hubungan antar golongan dalam 
kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama.
8
Muatan piagam ini 
menggambarkan hubungan antara Islam dengan agama dan suku-suku yang 
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  Izzudin, “Konsep Ummah dalam Piagam Madinah,” Jurnal Darussalam, Vol. 7, Nomor 
2, Juli-Desember, 2008 hlm.109. 
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 Ibid., hlm. 110. 
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 M. Muklis Fahrudin, “Muatan Nilai dan Prinsip Piagam Madinah dan 
Pancasila:Analisa Pebandingan, “Jurnal Ulul Albab, Vol. 12, Nomor 2, 2011. hlm. 4. 
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lain diletakkan dalam bingkai ketatanegaraan dan undang-undang untuk 
menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah.
9
 
Dari segi kebhinekaan, ras, dan agama, potret kehidupan di Madinah 
memilki kemiripan dengan konteks keindonesiaan. Masyarakat secara umum 
terbagi dalam beberapa kelompok, baik kelompok agama atau kelompok 
etnis. 
Piagam Madinah seharusnya menjadi contoh umat Muslim dalam 
melaksanakan dan menjalani hidup berbangsa dan bernegara dengan baik. 
Walaupun antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak sama 
persis dengan Piagam Madinah, akan tetapi konstitusi yang sudah disepakati 
oleh  founding fathers adalah konstitusi yang secara substansial menyerupai 
Piagam Madinah, terutama dalam spirit membangun kesetaraan, perdamaian, 
dan persaudaraan meski berbeda keyakinan agama, kelompok dalam 
masyarakat dan etnis.
10
   
Di Indonesia sendiri akhir-akhir ini muncul organisasi masyarakat 
yang anti dengan pancasila dan demokrasi, menganggap bahwa pancasila dan 
demokrasi adalah jahiliyyah. Mereka dengan terang-terangan 
mengampanyekan berdirinya negara khilafah, dan menginginkan Syariat 
Islam diterapkan di Indonesia. Hal ini tentu saja bertentangan dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang sifatnya sudah final dan 
tidak tergantikan oleh ideologi apapun. 
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  Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah..., hlm. 84. 
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Menghadapi permasalahan seperti ini, para kyai dan santri di kalangan 
pesantren Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam forum musyawarah 
pondok pesantren se Jawa dan Madura ini turut mempunyai tanggung jawab 
dalam merespon semua problematika yang sedang berkembang di 
masyarakat, termasuk membahas tentang masalah kebangsaan. Melalui 
bahs\ul masa<il forum musyawarah  pondok pesantren  se Jawa dan Madura ke 
30 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon 
Jawa Barat tanggal 21-22 Oktober 2016.  Semua pemasalahan yang sedang 
berkembang saat ini di bahas dan dicari solusinya seperti permasalahan 
sebagaimana tersebut diatas, yaitu tentang konsep Piagam Madinah sebagai 
landasan bernegara masyarakat plural. Alasan pengangkatan permasalahan ini 
adalah, menanggapi dari permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini. 
banyak orang yang selalu mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam. 
Dari hasil keputusannya adalah Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sangat sesuai dengan nilai-nilai yang termaktub dalam 
Piagam Madinah. Yakni semangat untuk membentuk negara kesatuan yang 
aman, damai dan saling menghomati antar suku dan agama.
11
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan membatasi rumusan 
masalah masalah yang diteliti agar fokus dan tidak meluas, sehingga menjadi 
jelas. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 
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1. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Forum 
Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa Madura mengenai Piagam 
Madinah sebagai konstitusi negara untuk masyarakat plural? 
2. Bagaimana persamaan Maqa<s}id asy-Syari<ah  antara Piagam Madinah 
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menjelaskan metode istinbath apakah yang dipakai oleh Forum 
Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura, dalam menetapkan 
hukum tersebut. 
2. Untuk menjelaskan bagaimana persamaan Maqa<s}id asy-Syari<ah antara 
Piagam Madinah dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah: 
1. Teoritis 
Turut menyumbang pemikiran dalam bentuk karya tulis ilmiah di 
dalam ilmu syariah, yaitu memberikan  pemahaman kepada masyarakat 
tentang Piagam Madinah sebagai konstitusi negara untuk masyarakat 
plural 
2. Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap 
permasalahan terkait Piagam Madinah sebagai konstitusi bernegara 
masyarakat plural. 
7 
 
b. Penelitian ini sebagai masukan untuk mahasiswa syariah untuk 
melakukan penelitian lanjutan. 
E. Kerangka Teori 
Salah satu karakteristik agama Islam pada masa-masa awal 
penampilannya ialah kejayaan di bidang politik. Penuturan sejarah Islam 
dipenuhi oleh kisah kejayaan, dimulai oleh Nabi Muhammad SAW sendiri 
ketika di kota Madinah. Kenyataan historis inilah yang menjadi dasar bahwa 
Islam adalah agama yang berkaitan erat dengan kenegaraan.
12
 Kenyaataan 
sejarah menunjukkan bahwa Piagam Madinah adalah suatu kesepakatan 
bersama, yang dimusyawarahkan dan di sepakati oleh masyarakat Madinah 
baik Islam atau non Islam.
13
 
Dalam hal ini politik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses di 
mana beberapa kelompok atau banyak kelompok membuat keputusan-
keputusan bersama. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah 
bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang 
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan 
melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari 
seluruh masyarakat, dan bukan tujuan pribadi seseorang.
14
Politik selalu erat 
dengan kekuasaan dalam negara. Piagam Madinah temasuk bagian dari 
politik Islam yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika 
menjadi pemimpin di Madinah.  
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 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, (Bandung: Mizan, 
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Terlepas dari posisi mayoritas Muslim dalam komposisi masyarakat 
politik Madinah itu. Piagam Madinah itu tidak menyebut Islam sebagai 
agama resmi negara. Minyiratkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar 
tidak menyerukan umatnya agar mendirikan sebuah negara agama yang di 
dalamnya Islam menjadi satu-satunya dasar. Islam tidak memiliki prefensi 
konseptual atau teoritis apapun mengenai watak atau konstruk negara dan 
sistem pemerintahannya. Islam tidak secara khusus mewajibkan para 
pemeluknya untuk mendirikan sebuah negara, apalagi negara yang berwatak 
teokratis. Kemudian tidak ada konsep yang menyeluruh mengenai negara atau 
politik Islam. Islam memiliki seperangkat nilai etis atau prinsip politik, 
seperti keadilan, musyawarah, dan egalitarianisme. Penerapan substantif 
ajaran-ajaran khusus inilah seperti yang pernah ditunjukkan dalam praktik-
praktik politik Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan dalam Islam.
15
 
Hubungan antara agama dan negara dalam Islam, telah diberikan 
teladannya oleh Nabi Muhammad SAW sendiri ketika hijrah dari Mekkah ke 
Madinah (al-Madinah, kota par excellen). Dari nama yang dipilih oleh Nabi 
Muhammad SAW bagi kota hijrahnya itu menunjukka rencana beliau dalam 
misi sucinya dari Allah SWT, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya 
tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu entitas sosial-politik, yaitu sebuah 
negara.
16
 
Negara Madinah pimpinan Nabi Muhammad SAW itu, seperti 
dikatakan oleh Robert Bellah, seorang ahli sosiologi agama terkemuka, 
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 Bahtiar Efendi, Islam dan Negara, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hlm. 106. 
16
 Nurcholish Madjid, dkk,  Islam Universal, cet 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 
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adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Menurut 
Muhammad Arkoun, eksperimen Madinah itu telah menyajikan kepada umat 
manusia contoh tatanan sosial politik yang mengenal pendelegasian 
wewenang (artinya, wewenang atau kekuasaan tidak memusat kepada tangan 
satu orang seperti pada masa diktatorial, melainkan kepada orang banyak 
melalui musyawarah), dan kehidupan berkonstitusi (artinya, sumber 
wewenang dan kekuasaan tidak pada keinginan dan keputusan lisan pribadi, 
tetapi pada suatu dokumen tertulis yang prinsip-prinsipnya disepakati 
bersama). 
17
 
Ide pokok eksperimen Madinah oleh Nabi Muhammad SAW ialah 
adanya suatu tatanan sosial-politik yang diperintahkan tidak oleh kemauan 
pribadi, melainkan secara bersama-sama, tidak oleh prinsip-prinsip ad hoc 
yang dapat berubah-ubah sejalan dengan kehendak pemimpin, melainkan oleh 
prinsip-prinsip yang dilembagakan dalam dokumen kesepakatan dasar 
anggota masyarakat, yaitu sebuah konstitusi.
18
 
Secara garis besar bahasan politik adalah membuat peraturan dan 
perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam 
mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian untuk mewujudkan 
kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak 
dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai negara.
19
 Poin-poin 
diatas selaras dan tidak bertentangan dengan nilai dasar syariah (al-Qur’an 
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 Ibid  
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 Ibid., hlm. 205 
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 Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah..., hlm. 28. 
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dan Sunnah). Kepentingan umum itu haruslah merupakan kepentingan 
esensial yang diperlukan.
20
 
Setidaknya kepentingan esensial yang diperlukan diatas sejalan 
dengan dirumuskannya lima tujuan syariah (maqa<s}id asy-Syari<ah ) yaitu: 
memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 
memelihara keturunan, dan memelihara harta dan kehormatan.
21
 
Politik seringkali mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan 
pekembangan zaman. Di mana politik mempunyai dimensi yang sangat luas 
dalam mengimplementasikan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti 
menjamin kemaslahatan secara umum, keadilan dan kestabilan 
pemerintahan.
22
 Penelitian ini nanti akan mengkaji Politik Islam yang 
terkandung di dalam Piagam Madinah. Untuk mengkaji politik Islam tidak 
lepas dari hukum Islam atau yang disebut fiqih. Fiqih yang merupakan bagian 
dari hukum Islam, semestinya juga tidak resisten terhadap persoalan-
persoalan yang baru muncul dalam masyarakat, sebaliknya  paradigma fiqih 
harus mampu menjadi fasilitator untuk menjawab problematika 
kemasyarakatan. Dari sudut pandang Sosiologi Islam merupakan fenomena 
kultural  dalam realitas sosial kehidupan manusia yang harus selalu 
compatible dengan tanpa batas ruang dan waktu (salih likulli zaman wa 
maka<n). Kemudian dari hal tersebut memicu otoritas akal yang dimiliki 
                                                          
20
 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya 
Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Peiode Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1992), hlm. 7. 
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 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (Bandung: Mizan 
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PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 15. 
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manusia dihadapan teks syariah.
23
 Proses perkembangan hukum Islam 
merupakan proses yang tidak berhenti sesuai dengan persoalan yang dihadapi 
manusia. 
24
 
Dalam al Qur‟an di jelaskan bahwa, umat merupakan suatu penengah 
sehingga menjadi saksi terhadap umat manusia. Umat Islam diharapkan 
mampu menengahi antara sikap kelakuan ideologi komunisme dan 
kapitalisme atau sikap ekstrem yang lain. Tugas umat adalah menciptakan 
ketertiban di muka bumi di mana tata tertib itu merupakan sosiopolitis yang 
harus di tegakkan atas dasar etika yang sah dan viable. 
25
 
Menurut KH. Abdurrahman Wahid, Islam dan Negara itu tidak bisa 
dipisahkan. Islam harus dilihat dalam segi konteksnya. Dalam konteks negara 
Indonesia menjadikan Islam sebagai dasar negara  atau ajaran apapun hanya 
akan memicu desintegrasi bangsa, karena menurutnya sangat tidak mungkin 
memberlakukan formalisme agama dalam komunitas agama yang sangat 
beragam. Pluralitas adalah hukum alam atau sunnatullah di Indonesia, dan 
seharusnya Islam dijadikan sebuah nilai etik sosial yang berarti Islam 
berfungsi komplementer dalam kehidupan negara. Agama harus dimaknai 
dengan mendalam, yaitu menghadirkannya sebagai kekuatan moral negara. 
Tanpa Pancasila negara Indonesia akan bubar, dan ideologi ini merupakan 
asas negara yang harus di miliki dan dipertahankan. Negara tidak harus 
berbentuk negara Islam, yang penting tidak bertentangan dengan agama 
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 Ahmad Hafidz, Meretas Nalar Syariah Konfigurasi Pergulatan Akal Dalam 
Pengkajian Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 32. 
24
 Ibrahim Hoesen, “Fiqih Siyasi dalam Tradisi Pemikiran Islamik Klasik”, Jurnal 
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Islam.
26
 Ideologi Indonesia hanyalah satu yaitu Pancasila. Menjadikan Islam 
sebagai ideologi negara adalah sesuatu yang salah. Penghadapan Islam 
kepada Pancasila adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, karena 
Indonesia mempunyai dasar negara satu bukan dua.
27
 
Pendapat KH. Abdurrahman Wahid selaras dengan Pendapat 
Nurcholis Madjid. Menurut Nurcholis Madjid agama sebagai ajaran moralitas 
atau religion of morality, yaitu agama dipandang tidak memiliki doktrin atau 
ajaran tentang peraturan sosial, seperti memulai pranata hukum atau doktrin 
sosial politik. Pola hubungan yang harus dibangun antara negara dan agama 
adalah integratif-substantif. Artinya agama tidak bisa mengintervensi secara 
formal terhadap negara, akan tetapi nilai universal Islam dapat 
diakomodasikan ke dalam pranata hukum suatu negara. Kedudukan dan 
fungsi Pancasila  serta Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya mirip dengan  
kedudukan serta fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yaitu 
Piagam Madinah.
28
 
Sebagai bangsa Indonesia, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada 
Allah SWT, atas karunianya berupa tanah air dan negara Republik Indonesia 
ini. dan mengucapkan syukur atas hidayah yang diberikannya kepada para 
pendiri Republik kita untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar untuk 
bermasyarakat dan bernegara. Lima prinsip yang terkandung dalam 
                                                          
26
 Greg Barton, Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, 
(Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 28. 
27
 Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Negara 
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muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah prinsip yang amat 
luhur.
29
 
Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan 
kemaslahatan umum, termasuk dalam menjalani hidup berbangsa dan 
bernegara. Umat Islam seharusnya mampu mengartikulasikan prinsip-prinsip 
kemaslahatan umum yang diajarkan oleh agama.  
Dengan demikian kemaslahatan umum menjadi sesuatu yang harus 
diwujudkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemaslahatan umum harus 
diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian orang lain, atau sekurang-
kurangnya memperkecil kerugian yang mungkin timbul َاراارِضالَاوُرار اض الَ , karena 
upaya menghindari kerusakan harus diutamakan daripada upaya 
mendatangkan maslahah َِحِلَاص امْلاَِبل اجَىلعٌَمد اقمَِدِسَا اف امْلاَُْعراد  .
30
 
F. Tinjauan Pustaka 
Hingga saat ini, penulis belum menemukan karya tulis yang 
membahas secara khusus. Dari hasil penulusuran penulis yang dilakukan 
terhadap karya tulis atau skripsi yang telah disusun mahasiswa sebelumnya, 
penulis tidak menemukan yang secara khusus membahas tentang keterkaitan 
maqa<s}id asy-syari<ah dalam piagam Madinah dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. 
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 Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, (Bandung: Mizan, 1987), 
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Dari hasil penelursuran yang dilakukan penyususan terhadap skripsi-
skripsi yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya, memang ada 
sebagian yang mengangkat tema mengenai fiqih siyasah dan politik Islam. 
akan tetapi belum ada yang membahas secara khusus tentang keterkaitan 
antara Piagam Madinah dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Misalnya skripsi yang berjudul  “Manajemen konflik dan 
Kepemimpinan Nabi Muhammad (Study Analisis terhadap Pola Pengelolaan 
Konflik Madinah”  pada tahun 2006 yang ditulis oleh Nur Sholihin 
mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Hasil dari penelitian 
itu membahas kondisi sosial masyarakat Madinah sebagai penentu dari pola 
konflik yang ada.
31
  
Kemudian skripsi yang berjudul “Piagam Madinah dan Teori 
Kontrak Sosial Jean Jasques Rousseau” pada tahun 2007 yang ditulis oleh 
Muamar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa piagam Madinah adalah 
piagam pertama yang digagas Nabi Muhammad SAW, yang menandai awal 
peradaban manusia modern dalam sejarah umat manusia. Prinsip antara 
Piagam Madinah dan teori Kontrak Sosial J.J Rousseu adalah seiring dan 
sejalan.
32
 
Skripsi yang berjudul “Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar, 
Studi Komparatif Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 
                                                          
31
 Nur Sholihin. Manajemen Konflik dan Kepemimpinan Nabi Muhammad (Study 
Analisis terhadap Pola Pengelolaan Konflik Madinah”  , Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 
2006, tidak terbitkan. 
32
 Muamar. Piagam Madinah dan Teori Kontrak Sosial Jean Jasques Rousseau. Skripsi, 
UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007, tidak diterbitkan. 
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Tentang Konsep Demokrasi”pada tahun 2010, ditulis oleh Fitrah Hamdani 
mahasiswa fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Didalam skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan antara Piagam 
Madinah dan Undang-undang 1945 terkait dengan demokrasi.
33
 
Kemudian Tesis yang berjudul “Dogma dan Politik dalam Piagam 
Madinah” pada tahun 2017 yang ditulis oleh Miftahul Amin, Mahasiswa 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah, 
nilai-nilai yang menjadi pijakan masyarakat dalam pembentukan Piagam 
Madinah sebagai konstitusi adalah Nilai Kemanusiaan, nilai pesamaan, dan 
keadilan.
34
 
Desertasi yang berjudul “Piagam Madinah dan Undang-Undang 
Dasar1945”Kajian Perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam 
masyarakat majemuk” pada tahun 1995 ditulis oleh Ahmad Sukardja, dengan 
pendekatan historis, dan perspektif perbandingan, desertasi ini menjelaskan 
mengenai perbandingan teks Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 
1945.
35
 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian ini adalah merupakan sarana untuk 
mengembangkan dan mengetahui kebenara suatu ilmu pengetahuan, sebelum 
                                                          
33
 Fitrah Hamdani. Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar, Studi Komparatif 
Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Konsep Demokrasi. Skripsi, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2010, tidak diterbitkan. 
34
 Miftahul Amin. Dogma dan Politik dalam Piagam Madinah. Tesis, UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2017, tidak diterbitkan. 
35
Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar1945”Kajian 
Perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat majemuk, Jakarta: Universitas 
Indonesia, 1995. 
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penulis melakukan penelitian, penulis harus terlebih dahulu menentukan 
metode yang akan dipakai ketika hendak meneliti. 
Menurut Soerjono Soekanto, metode merupakan suatu unsur yang 
mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu 
pengetahuan.
36
 
Dengan demikian hal yang harus diperhatikan penulis dalam 
menentukan metode penelitian ini yaitu adanya kesesuaian antara masalah 
dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Sehingga penulis 
dapat memilih dan menentukan metode penelitian yang akan penulis 
gunakan. Dalam hal metode penelitian yang digunakan dalama penulisan 
skripsi ini sebagai berikut: 
1. Sifat Penelitian 
Bertolak pada permasalahan yang diajukan diatas, penelitian ini 
adalah menggunakan deskriktif analitik, yaitu menggambarkan karakteristik 
dan fenomena diantara Piagam Madinah, Pancasila, dan Undang-undang 
dasar, untuk kemudian dilakukan analisa. 
2. Jenis Penelitian 
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian 
kepustakaan ( Library Research ), yaitu sebuah penelitian yang menggunakan 
bahan pustaka sebagai sumber data utama. 
3. Sumber Data 
a. Bahan Hukum Primer 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI. 1985), hlm. 45 
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Yaitu  bahan-bahan hukum dan informasi yang diambil dan 
diperoleh dari Piagam Madinah dan  Hasil Keputusan Bahts\ul Masa<il 
Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa dan Madura ke 30 di 
Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat tanggal 21-
22 Oktober 2016 tentang Piagam Madinah sebagai Konstitusi Negara 
Masyarakat Plural. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu data-data pendukung yang berkaitan dengan pokok masalah 
yang diteliti penelitian ini antara lain; berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, 
desertasi dan lain sebagainya yang dapat mendukung pendalaman dan 
ketajaman dalam analisis penelitian ini. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknis yang diguanakan dalam pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah dengan menggunakan dokumentatif. Yaitu penulis berusaha 
mencari bahan yang berkaitan dengan maqa<s}id asy-Syari<ah  yang ada dalam 
Piagam Madinah dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Adapun prosesnya adalah melalui penelaahan kepustakaan yang 
sudah diseleksi agar sesuai dengan kategorisasi dan berdasarkan analisis isi. 
Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif. 
5. Teknis Analisis Data 
Data dari hasil penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan akan 
dijabarkan dan dianalisa secara kualitatif , sehingga mendapat gambaran yang 
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jelas terhadap permasalahan yang dibahas dengan metode  deduktif dan 
induktif. 
Deduktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan 
yang bersifat umum dan dengan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu 
akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
37
 Cara berfikir ini digunakan 
untuk mengolah informasi-informasi yang berasal dari data-data temuan yang 
bertitik keterkaitan maqa<s}id asy-syari<ah dalam Piagam Madinah dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara induktif adalah 
penalaran dari data yang khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapar 
digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. 
H. Sistematikan Penulisan 
Sistematika penulisan dari hasil penelitian dibagai menjadi lima bab, 
untuk lebih terarah perlu disusun pemikiran isi dari masing-masing bab secara 
garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 
Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini memberikan gambaran 
secara umum proses mencari kebenaran yang berkaitan dalam studi ini, yaitu 
berisi: Latar belakang permasalahan dan rumusan masalahnya, apa tujuan dan 
manfaat skripsi ini, bagaimana telaah pustaka dan kerangka teorinya, 
bagaimana metode pengumpulan datanya dan sistematika penulisannya. 
Bab Kedua, berisikan tentang tinjauan umum terkait istinbath hukum, 
Piagam Madinah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 dan maqa<s}id 
asy-syari<ah. 
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 Sutrisno Hadi, Metode Riset, ( Yogyakarta : Andi Ofset, 2000), hlm. 36. 
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Bab Ketiga, penulis berusaha membahas tentang Forum Musyawarah 
Pondok Pesantren se-Jawa Madura, Bahs\ul Masa<il, hasil keputusan dan 
rinciannya, dan teks Piagam Madinah. 
Bab Keempat, penulis menganalisis tentang maqa<s}id asy-syari<ah yang 
ada dalam Piagam Madinah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan 
membahas tentang cara istinbath hukum yang digunakan dalam bahs\ul masa<il 
Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura untuk menjawab 
pokok permasalahan pada penelitian ini. 
Bab Kelima, Penutup. Yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan 
saran-saran. 
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                     BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG 
              ISTINBAT} HUKUM FORUM MUSYAWARAH 
           PONDOK PESANTREN SE JAWA 
  MADURA, DAN HASIL KEPUTUSAN BAHS|\UL MASA<IL 
 
A. Gambaran Umum Istinbat} Hukum 
Istinbat} hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari 
sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi 
penggalian hukum.   Metodologi,   menurut   seorang   ahli   dapat   diartikan   
sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam 
suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem 
pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah 
pembahasan konsep dasar  hukum  Islam  dan  bagaimanakah  hukum  Islam  
tersebut  dikaji  dan diformulasikan.
38 
Disiplin ilmu yang membahas tentang istinbat} hukum (metodologi 
penggalian hukum), dinamakan ushul fiqih. Ushul fiqih lah satu-satunya 
bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syari‟at Islam dari 
sumber aslinya;  al-Qur'an dan  al-Hadis.
39  
Melalui  kajian  ushul  fiqih  
terdapat  cara mamahami kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum syari‟at 
Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan 
manusia. 
Untuk  memahami  syari‟at  Islam  yang  dibawa  Nabi Muhammad 
                                                          
38 Ghufron A. Mas‟adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan 
Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2. 
39 Abdul Wahab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, 
(Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 1. 
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SAW, ulama us}uliyyin  mengemukakan  dua  bentuk  pendekatan,  yaitu  
melalui  kaidah- kaidah  kebahasaan  dan  melalui  pendekatan  maqa<<<<<>s}id asy-
syari<>ah (tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum).40 Dengan itu, akan tercapai 
tujuan pensyariatan Islam yaitu maslahat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, 
ilmu ushul fiqh menjadi penting untuk diketahui dan difahami dalam rangka 
menggali  dan  menerapkan  hukum-hukum  syara‟  sesuai  dengan  tuntutan 
zaman. 
B. Bentuk-bentuk Istinbat} Hukum 
Dalil utama fiqh adalah al-Qur'an dan al-sunnah. Untuk memahami 
teks-teks ini secara tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk 
keperluan istinbat} hukum. Dalam kajian ushul fiqh para us}uliyyin 
membaginya kepada: 
1. Metode Bayani 
Dalam khasanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan 
al-qawaid  al-us}ulliyah  al-lughawiyyah,  atau  dilalat  al-lafaz}.  Inilah 
yang disebut dengan metode bayani, yaitu metode istinbat} melalui 
penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam nash dan susunan 
kalimatnya sendiri. Sehingga kaidah-kaidah yang dipakai sebagaimana 
yang digunakan oleh ulama pakar bahasa Arab.
41
 
Para ulama membagi pembahasan tentang makna lafaz} kepada 
empat bagian utama, yaitu: pertama, pembahasan lafadz dari segi cakupan 
artinya terbagi menjadi tiga, yaitu khas (bermakna satuan-satuan yang 
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 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 13. 
41
 Ibid 
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tertentu), amm (lafaz} yang mencakup makna seluruh satuan-satuan yang 
Para ulama membagi pembahasan tentang makna lafaz} kepada empat 
bagian utama, yaitu: pertama, pembahasan lafaz} dari segi cakupan artinya 
terbagi menjadi tiga, yaitu khas (bermakna satuan-satuan yang tertentu), 
amm (lafaz} yang mencakup makna seluruh satuan-satuan yang tidak  
terbatas)  dan  musytarak  (lafaz}  yang  mempunyai  dua  arti  atau lebih). 
Kedua, pembahasan lafaz} dari segi artinya dalam pemakaian, terbagi  
empat  yaitu  haqiqat  (lafaz}  yang  sesuai/sejati), majaz  (lafaz} 
permumpamaan/pinjaman), s|arih (lafaz} yang jelas) dan kinayah (lafaz} 
yang tersembunyi maksudnya). Ketiga, pembahasan lafaz} dari segi 
kemudahan dan kesulitan memahaminya, terbagi menjadi dalil yang jelas 
(wadlih al-dilalat) yang terbagi menjadi z}ahir (menghendaki makna dari 
lafadz itu sendiri), nash (maknanya menunjuk kepada yang dikehendaki 
baik secara lafz}i maupun ta‟wil) mufassar (maknanya menunjuk kepada 
yang dikehendaki secara lafz}i, tidak bisa ditakwil) dan muhkam 
(menunjuk kepada suatu makna secara lafz}i, tidak bisa ditakwil, ditafsir 
dan di naskh pada masa Nabi Muhammad SAW) dan dalil yang samar 
(khafi al- dilalat) yang terbagi menjadi khafy (maknanya jelas, akan 
tetapi terdapat kekaburan dalam penerapan maknanya), musykil 
(sighatnya tidak menunjukkan kepada suatu makna, akan tetapi harus ada 
qarinah dari luar), mujmal (sighatnya tidak menunjukkan makna yang 
dikehendaki dan tidak  ada  qarinah  yang  menjelaskannya)  dan  
mutasyabih (shighatnya tidak menunjukkan kepada makna yang 
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dikehendaki dan tidak didapati pula qarinah dari luar). Keempat, 
pembahasan lafaz} dari segi cara menemukan makna yang dimaksud 
oleh teks terbagi menjadi ibarat al-nash (penunjukkan lafaz} kepada 
makna yang segera dapat dipahami), isyarat al-nash (penunjukkan 
suatu lafadz kepada makna yang tidak segera dipahamkan, atau disebut 
mafhum al-muwafaqat), dilalat al-iqtid}a (penujukkan lafaz} kepada 
suatu yang tidak disebut oleh nash, tetapi pengertian nash itu baru 
dapat dibenarkan jika yang tidak disebut itu dinyatakan dalam 
perkiraan yang tepat).
42
 
2. Metode Ta‟lili 
Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan illat 
(alasan) dari pensyariatan suatu hukum. Sehingga berdasarkan pada 
anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah SWT untuk 
mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin 
dicapainya. Sebab Allah SWT tidak menurunkan ketentuan dan aturan 
tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Secara umum tujuan 
tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Tetapi 
secara lebih khusus, setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis 
dan tujuan masing-masing. Sebagian dari padanya disebutkan langsung di 
dalam al-Qur‟an atau al-Hadis. Sebagian lagi disayariatkan saja dan ada 
pula yang harus direnungkan dan dipikirkan terlebih dahulu. Jumhur ulama 
berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada. Tetapi ada yang tidak 
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 Muhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam, (Bandung: Al Ma‟arif, 
1996), hlm. 179. 
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terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini. seperti alasan logis untuk 
berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang 
digunakan sebagai alat dalam metode ta’lili. Dalam hal ini, berdasarkan 
kegunaan dan kedudukannya dalam pensyariatan hukum, illlat dibagi 
menjadi illat tasyri dan illat qiyasi.43 
 Illat tasyri’ adalah illat yang digunakan untuk mengetahui apakah 
sesuatu ketentuan dapat diteruskan berlaku atau sudah sepantasnya 
berubah karena illat yang mendasarinya telah bergeser. Kaidah ini telah 
dirumuskan dalam sebuah kaidah kuliyah: al-hukm yadurru ma’a al-illat 
wujudan wa’adaman. Maksudnya, ada tidaknya hukum berputar sesuai 
dengan illatnya.44 
Banyaknya ketentuan fiqh yang berubah dan berkembang 
berdasarkan kepada asas ini. Perubahan dapat dilihat dari dua segi; 
pertama, pemahaman tentang illat hukum itu sendiri yang berubah, sesuai 
dengan perkembangan pemahaman terhadap dalil nash yang menjadi 
landasannya. Misalnya pemahaman tentang illat  zakat  hasil pertanian. 
Yang  biasa  dipahami  sebagai  illat  adalah  makanan  pokok atau  dapat 
disimpan lama atau dapat ditakar atau dapat ditimbang atau hasil dari 
tanaman yang ditanam. Tetapi sekarang dipopulerkan pendapat bahwa 
illat tersebut adalah al-nama (produktif). Jadi semua tanaman yang 
produktif wajib dikeluarkan zakatnya. 
Kedua, pemahaman terhadap illat masih tetap seperti sediakala, 
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 Ibid,. Hlm. 550 
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tetapi maksud tersebut akan tercapai lebih baik sekiranya hukum yang 
didasarkan kepadanya diubah. Contoh populer untuk hal ini adalah 
pembagian tanah al-fai’ (rampasan perang) di Irak pada masa Khalifah 
Umar  bin  Khattab.  Illat  pembagiannya  adalah  agar  tidak  menjadi 
monopoli orang-orang kaya  saja.  Pada  masa  Rasulullah, kebun-kebun 
orang Yahudi yang kalah perang di Madinah dan Khaibar dibagi-bagikan 
kepada kaum muslimin. Tetapi Umar tidak mau membagi lahan-lahan 
pertanian Irak yang demikian subur dan luas, setelah selesai perang. 
Menurutnya pembagian itu akan melahirkan sekelompok orang kaya baru 
yang justru dihindari oleh al-Qur'an. Tanah tersebut harus menjadi milik 
negara   dan  disewakan  kepada   penduduk.  Hasil   sewa   inilah   yang 
dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan pihak-pihak yang 
memerlukan bantuan keuangan dari negara. 
Kemudian illat qiyasi, Illat qiyasi adalah illat yang digunakan 
untuk mengetahui apakah ketentuan yang berlaku terhadap suatu masalah 
yang dijelaskan oleh suatu dalil nash dapat diberlakukan pada ketentuan 
lain yang tidak dapat dijelaskan oleh dalil nash, karena ada kesamaan illat 
antara keduanya. Dengan kata lain, ketentuan pada masalah kedua yang 
tidak ada dalil nashnya karena mempunyai illat yang sama. Inilah yang 
dinamakan qiyas. Penalaran ini diterima secara luas di kalangan ulama 
fiqih. Mereka menggunakan alasan-alasan dari al-Qur'an, hadits serta 
praktek  sahabat  yang  mendukung  keabsahannya.  Penolakannya  hanya 
dari kelompok zhahiri terutama Ibn Hazm, dengan alasan kegiatan ini 
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tidak diperlukan dengan mengada-ada terhadap firman Allah dan hadits 
Rasul. 
C. Gambaran Umum Forum Bahs\ul Masa<il  
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu jam’iyyah diniyyah 
Islamiyyah (organisasi masyarakat Islam) yang besar, sehingga NU juga 
memilik tanggung jawab yang besar dalam memajukan kehidupan beragama 
ditengah masyarakat luas. Sebagai salah satu organisasi Islam, NU 
mempunyai tradisi keilmuan yang dikenal dengan khazanah lama, yaitu 
mengaji kitab-kitab terkemuka (al-Kutub al-mu’tabarah).45 
Secara bahasa, kata bahs\ul masa<il terdiri dari dua kata, yaitu bahs}un 
dan masa>il. Kata bahs\un memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan, 
mempelajari, dan mendiskusikan.
46
 Sedangkan kata masa<>il yang merupakan 
bentuk jamak dari kata masalah yang memiliki arti pertanyaan, persoalan, isu, 
perkara, hal, kejadian, dan problem.
47
 Sehingga bahs\ul masa<il dapat diartikan 
sebagai pemeriksaan, penyelidikan, terhadap permasalahan-permasalahan. 
Lembaga Bahs\ul Masa<il merupakan sumbangan yang besar dan tak 
ternilai harganya bagi NU. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga yang 
memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam, terutama 
bagi kalangan nahd}iyyin. Hal ini menuntut lembaga Bahs\ul Masa<il untuk 
mampu membumikan nilai-nilai Agama Islam serta mengakomodir berbagi 
pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya 
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 Busyairi Harits, Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia, cet I, (Surabaya, 
Khalista: 2010), hlm. 58. 
46
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, cet III, (Yogyakarta: Yayasan Ali 
Maksum, 1996), hlm. 63. 
47
 Ibid, Hlm. 639. 
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Memalui forum bahs\ul masa<il, para ulam NU selalu aktif dalam 
membahas tentang problematika teraktual, dan berusaha secara optimal untuk 
memecahkan permasalahan serta memberikan kepastian hukum akibat 
perkembangan sosial masyarakat yang begitu cepat. Sementara secara 
tekstual tidak terdapat landasan hukum yang mengatur tentang permasalahan 
baru tersebut baik didalam al-Qur‟an maupun Hadis.  
Menghadapi kenyataan perubahan masyarakat yang begitu cepat 
akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dampaknya dapat 
mempengaruhi sosial keagamaan baik dalam aspek aqidah maupun 
muammalah yang belum diketahui dasar hukumnya, maka para ulama NU 
merasa bertanggung jawab untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui 
lembaga bahs\ul masa<il. 
D. Metode Istinbat} Hukum Forum Bahs\ul Masa<il 
Dikalangan Nahdlatul Ulama, Istinbat} hukum diartikan bukan 
mengambil hukum yang asli yakni al-Qur‟an dan as-Sunnah, tetapi 
dilakukan dengan mentabiqkan secara dinamis nash-nash yang telah 
dielaborasi fuqaha kepada persoalan (waqi’iyyah) yang dicari hukumnya.48 
Istinbat} hukum langsung dari sumber primer yang cenderung ijtihad 
mutlak, bagi ulama Nahdlatul Ulama masih sangat sulit dilakukan karena 
keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-ilmu 
penunjang dan perlengkapan yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. 
Sementara ijtihad dalam batasan mazhab di samping lebih praktis juga dapat 
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dilakukan oleh semua ulama Nahdlatul Ulama yang telah mampu memahami 
ibarat kitab-kitab fiqih yang sesuai dengan terminologinya yang baku.
49
  
Secara definitif, Nahdlatul Ulama memberikan arti istinbat} hukum 
dengan upaya mengeluarkan hukum syara’ dengan al-qawaid al-fiqhiyyah 
dan al-qawaid al-us}uliyyah baik beruoa adillah ijmaliyyah (dalil-dalil yang 
umum), adillah tafs|iyyah (dalil-dalil yang rinci) maupun adillah ahkam. 
Bagi kaum nahd}iyyin, suatu masalah yang hendak diputuskan tidak 
mengambil hukum langsung dari al-Qur‟an dan Hadis, namun dengan 
menggunakan pendapat beberapa ulam terdahulu yang terkodifikasi dalam al-
kutub al-mu’tabarah. Berikut ini adalah metode-metode yang digunakan 
dalam mengambil hukum pada forum bahs\ul masa<il: 
1. Metode Qauli. 
Metode qauli adalah suatu cara penetapan (istinbat}) hukum 
yang digunakan oleh ulama NU dalam Bahs\ul Masa<il dengan 
mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawaban 
pada kitab-kitab dari empat mazhab dengan merujuk secara 
langsung terhadap teks yang terkodifikasi. Metode qauli ini dalam 
tataran ijtihad dapat disamakan dengan metode bayani, yaitu suatu 
istinbat} hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan 
atau lafaz}.50 
Meskipun keputusan Bahs\ul Masa<il didasarkan pada qaul 
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 Mujamil Qomar, NU LIBERAL dari Traditional Ahlussunnah wal Jamaah ke 
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29 
 
atau wajh dalam suatu kitab, namun tetap memperhatikan 
kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah segala sesuatu 
yang menjadi hajat hidup dan mendatangkan kebaikan bagi umat 
manusia. 
2. Metode Taqrir Jama’i 
Metode pengambilan keputusan kedua merupakan bagian 
dari metode qauli. Metode  taqrir jama’i dilakukan jika dalam 
suatu kasus jawaban bisa dicukupi dengan ibarah kitab dan disana 
terdapat dari lebih satu wajh atau qaul, maka akan dipilih wajh 
atau qaul yang lebih kuat dan memberikan maslahat. Taqrir Jama’i 
adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap 
satu diantara beberapa qaul atau wajh.51 
Adapun prosedur pelaksanaan taqrir jama’i adalah 
sebagaimana dijelaskna dalam keputusan Munas Alim Ulama 
Bandar Lampung tahun 1992, bahwa pemilihan qaul atau wajh 
adalah dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan yang lebih 
kuat 
b. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan 
muktamar I tahun 1926 bahwa perbedaan diselesaikan 
dengan memilih: 
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1) Mengambil Pendapat yang disepakati oleh as-Syaikhani 
(Imam Nawawi dan Imam ar-Rafi‟i) 
2) Pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi saja 
3) Pendapat yang dipegang oleh Imam Rafi‟i saja 
4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama 
5) Pendapat yang terpandai 
6) Pendapat yang paling wara’. 
3. Pendapat Ilhaq 
Metode ilhaq merupakan metode ketiga. Ketika dua rumusan 
metode qauli di atas tidak memberikan jawaban hukum pada 
permasalahan yang dibahas, maka akan dilakukan ilhaq. Secara 
lengkap metode ini bernama ilhaq al-Masa>il bi Nad}ariha, yaitu 
menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab 
oleh kitab (belum ada ketetapan hukum) dengan kasus atau masalah 
yang serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan 
hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.
52
 
Prosedur menggunakan metode ilhaq adalah dengan memperhatikan 
mulhaq bih (sesuatu yang belum ada ketetapan) hukumnya), mulhaq 
alaih (sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya), dan wajh al-ilhaq 
(faktor keserupaan antara mulhaq bih dan mulhaq alaih) oleh para 
mulhiq (pelaku ilhaq). 
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Metode ilhaq adalah metode qiyas versi NU yang menurut ulama 
NU tidak patut untuk dilakukan, karena qiyas merupakan metode ijtihad 
dalam ushul fiqih. Sedang ulama NU tidak pernah mengkalim dirinya 
berijtihad. Terdapat perbedaan antara qiyas dengan ilhaq, qiyas adalah 
menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan 
sesuatu yang sudah ada ketetapannya dalam al-Qur‟an dan Hadis, 
sedangkan ilhaq adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada  
ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya 
berdasarkan al-kutub al-muktabarah. 
4. Metode  Manhaji 
Rumusan metode penetapan keempat adalah metode manhaji. 
Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah dalam forum 
Bahs\ul Masa<il dengan mengikuti jalan fikiran  dan kaidah penetapan 
hukum yang disusun oleh imam mazhab. Prosedur istinbat} hukum bagi 
metode manhaji adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih 
dan kaidah fiqih. Metode manhaji digunakan apabila suatu kasus atau 
masalah tidak ada qaul atau wajh sama sekali dan tidak mungkin 
dilakukan ilhaq. Maka dilakukan istinbat} jama’i dengan prosedur mazhab 
secara manhaji oleh para ahlinya.53 
Dalam buku Ushul Fiqih karangan Prof. Muhammad Abu Zahrah, 
disebutkan bahwa paling tidak ada enam kriteria untuk bisa menjadi 
mujtahid. 
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1. Menguasai bahasa Arab 
Imam Ghazali mensyarat seorang mujtahid harus mampu 
memahami ucapan orang Arab dan kebiasaan-kebiasaan yang 
berlaku dalam pemakaian bahasa Arab dikalangan mereka. 
Sehingga ia bisa membedakan antara ucapan yang sharih, dhohir, 
dan mujmal; hakikat dan majaz; yang umum dan khusus; 
muhkam dan mutasyabih; muthlaq dan muqayyad. Kriteria yang 
menjadi persyaratan seperti itu tidak dapat dipenuhi kecuali oleh 
seseorang yang tingkat kemampuan berbahasa Arabnya sudah 
sampai pada derajat ijtihad.
54
 
2. Mengetahui nasakh dan mansukh dalam Al-Qur‟an 
Syarat ini telah ditentukan oleh Imam Syafi‟i dalam kitab 
Ar-Risalah. Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahid 
harus mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membahas 
tentang hukum yang terdapat dalam Al-Qur‟an yang jumlahnya 
kira-kira ada 500 ayat.
55
 Dalam ayat-ayat terdapat ayat khas dan 
amm, terkandung azbabun nuzul, dan sebagainya termasuk 
nasikh dan mansukh. 
3. Mengerti hadis 
Mengerti dan memahami hadits adalah hal yang wajib 
dipenuhi oleh seorang mujtahid, terutama hadits-hadits yang 
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berhubungan dengan hukum dan harus memahami ilmu-ilmu 
yang berkaitan dengannya, seperti mukhallif hadi}s (pertentangan 
hadis), sebab-sebab wurud (terjadinya) hadis dan sebagainya.56 
Ilmu-ilmu seperti ini harus dipahami karena terkadang ada 
beberapa hadits antara yang satu dengan yang lain terlihat saling 
bertentangan, baik itu bisa dikompromosikan maupun yang tidak 
bisa dikompromikan. 
4. Mengerti letak ijma’ dan khilaf 
Seorang mujtahid harus mengerti masalah-masalah yang 
menjadi kesepakatan para ulama (ijma’) dan yang menjadi 
perbedaan di kalangan ulama (khilaf). 
5. Mengetahui qiyas 
Keharusan seorang mujtahid untuk dapat memahami 
tentang qiyas dikarenakan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak 
disebutkan dalam nas (Al-Qur‟an dan Hadis) kadang terdapat 
persamaan illat dengan peristiwa yang terdapat dalam nas itu. 
Qiyas memiliki empat rukun yang harus dipenuhi. 
a. Al-As}l, yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas. 
b. Al-Far’u, yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di 
dalam nas. 
c. Hukmul as}l, yaitu hukum syara‟ yang terdapat nasnya menurut 
as}l, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (far’u). 
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d. Illat, yaitu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi 
hukum as}l, kemudian far’u itu disamakan kepada as}l dalam 
hal hukumnya. Dalam pengertian lain diartikan sebagai sebab 
yang menggabungkan pokok (as}l) dengan cabangnya (far’u).57 
6. Mengetahui maksud-maksud hukum 
Maksud-maksud hukum atau seing dikenal dengan istilah 
maqa<s}id asy-syari<ah ini secara garis besar terdiri atas tiga 
tingkatan, yakni d}aruriyat (pasti), hajiyyat (kebutuhan), dan 
tahsiniyyat (pelengkap).58 
Alasan lain mengapa metode istinbat} hukum dikalangan 
Ulama Nahdlatul Ulama terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau 
memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk 
langsung kepada nas Al-Qur‟an dan Hadits adalah adanya 
pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak 
boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. 
Sehingga, yang perlu dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang 
baik dan sah pada setiap generasi.
59
 
Pengambilan qaul (Pendapat imam maz||||hab) ataupun wajah 
(pendapat pengikut maz|hab), yang kemudian disebut metode qauly, 
merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan 
masalah keagamaan, terutama menyangkut  hukum fiqih, dengan 
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merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam maz||hab empat 
(Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali). Walaupun dalam prakteknya 
didominasi oleh kitab-kitab Syafiiyah.60 
Meski demikian, bukan berarti bahwa Nahdlatul Ulama 
tidak mengendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijtihad 
yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan 
sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu 
agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, 
lebih baik taqlid (mengikuti) kepada ulama yang memiliki 
kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. 
Bagi Nahdlatul Ulama, taqlid tidak hanya berarti mengikuti 
pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga 
mengikuti jalan pikiran imam madzhab dalam menggali hukum.
61
 
E. Sekilas tentang Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa Madura 
Perubahan dinamika kehidupan akan terus berkembang seiring 
berjalannya waktu. Hal ini akan berbanding terbalik lurus dengan munculnya 
berbagai fenomena aktual yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat. 
sebagai instrumen baru dalam tatanan kehidupan, isu-isu tersebut selalu 
memerlukan sentuhan dan kejelasan hukum terutama dalam tinjauan syariat 
Islam. 
Bahs\ul Masa<il adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh 
kalangan pesantren, khususnya kalangan Nahdliyin. Bahs\ul Masa<il sebagai 
                                                          
60
 Ibid.,,167. 
61
 Ibid..,,hlm. 117. 
36 
 
wahana kajian ilmiah ala santri menjadi salah satu upaya responsif pesantren 
yang selalu hadir dalam memberikan jawaban atas problematika tersebut. 
Bahs\ul Masa<il adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh 
kalangan pesantren, khususnya kalangan Nahdliyin. Bahkan sudah menjadi 
realita yang tidak terbantahkan. Peranan bahs\ul masa<il dalam memberikan 
solusi terhadap problematika aktual yang muncul di tengah-tengah 
masyarakat tidak dapat diragukan lagi. Berbagai isu pun dibahas di dalamnya, 
mulai dari masalah yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, interaksi sosial, 
bahkan isu-isu kenegaraan. 
Sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan, pondok pesantren 
mempunyai tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam memberikan 
solusi atas berbagai persoalan tersebut. maka dari itu, bahs\ul masa<il sebagai 
tradisi intelektual sudah sejak lama dikembangkan dikalangan pesantren. 
Bahkan sebelum lembaga bahs\ul masa<il Nahdlatul Ulama berdiri, tradisi 
halaqah dan musyawarah yang menjadi cikal bakal lahirnya forum bahs\ul 
masa<il sudah mendarah daging sejak dulu. 
Sehingga sikap kritis, tanggap, dan tanggung jawab terhadap berbagai 
permasalahan umat yang ditunjukkan oleh pesantren dalam forum bahs\ul 
masa<il tersebut perlu diapresiasi. Terlebih lagi apabila sistem tersebut tidak 
sebatas hanya dalam internal pesantren tertentu saja. Namun, mencakup 
jaringan berbagai pesantren dalam suatu wilayah tertentu. Karena dengan 
begitu, adanya forum bahs\ul masa<il bukan hanya sebatas untuk memecahkan 
masalah. Melainkan menjadi ajang silaturrahim untuk mempererat hubungan 
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antar pesantren. Langkah nyata dalam konteks tersebut adalah adanya Forum 
Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se Jawa Madura dan segala bentuk 
program dan aktivitasnya. Sejak pertama kali didirikan, Forum Musyawarah 
Pondok Pesantren (FMPP) se Jawa Madura telah melaksanakan program 
bahts\ul masa<il yang di agendakan setiap tahunnya.62 
F. Diskripsi Masalah dan Hasil Keputusan Bahs\ul Masa<il Forum 
Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa Madura ke 30 Komisi A di 
Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon 21-22 Oktober 2016 
tentang Piagam Madinah sebagai Konstitusi Negara Untuk Masyarakat 
Plural 
 
Diskripsi masalah merupakan gambaran singkat mengenai sebuah 
permasalahan yang dibahas. Deskripsi masalah berisi tentang runtutan sebuah 
permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yang mana dalam permasalahan 
tersebut membutuhkan kejelasan hukum, baik masalah yang berkaitan dengan 
Agama yang tematik (mauduiyyah) maupun masalah yang berkaitan Agama 
dalam keseharian (waqi’iyyah). Penulis akan memaparkan deskripsi masalah 
yang menjadi bahasan dalam forum bahs\ul masa<il Forum Musyawarah 
Pondok Pesantren se Jawa Madura ke-30 di Pondok Pesantren Babakan 
Ciwaringin Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 Oktober 2016. 
Pancasila melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda 
namun tetap satu tujuan) dinilai merupakan esensi dari nilai syariat yang 
diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah. Meskipun 
masyarakat Indonesia sangat plural baik dari segi agama, suku bangsa, dan 
bahasa, tetapi mereka diikat dan disatukan oleh sebuah landasan falsafah 
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hidup bersama yang tercantum dalam Pancasila. Piagam Madinah juga 
berisikan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum muslimin Madinah 
di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kelompok 
non-muslim untuk membangun tatanan sosial-politik bersama. sebagai sebuah 
ikatan perjanjian, Pancasila memiliki kesamaan secara substansial. Piagam 
Madinah dibangun atas dasar kesatuan umat untuk menghuni batas teritorial, 
dimana kesatuan didasari oleh kesamaan senasib seperjuangan untuk 
membela tanah air. 
Piagam Madinah dibangun memberi hak sepenuhnya kepada umat 
untuk beragama sesuai kepercayaan masing-masing. Demikian pula undang-
undang Indonesia menjamin eksistensi agama dari kebebasan beragama. 
Perlindungan diberikan kepada mereka yang tidak dzalim. 
Piagam Madinah mengakomodir semua golongan dengan tanpa 
mencamtumkan syariat Islam kedalam body teksnya. Sprit yang diperoleh 
dalam piagam Madinah adalah, bahwa tidak ada istilah warga subordinat 
kelas dua. Semua warga mempunyai hak yang sama. Kesamaan derajat 
dihadapan konstitusi inilah kemudian yang mendasari salah satu isi Pidato Ir. 
Soekarno pada hari kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945:  
“Kita hendak mendirikan suatu negara. Semua buat semua, bukan satu 
golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, 
tetap semua buat semua”. 
 
Pancasila dan Piagam Madinah menuntut sikap yang bukan hanya 
sekedar mengakui keberagaman keyakinan, namun juga mengharuskan 
adanya kesetaraan hak dan kewajiban sosial serta ruang gerak aktivitas 
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keagamaan bagi setiap pemeluk agama, melarang praktek diskriminasi, 
monopoli, dominasi, dan menomor duakan kelompok atau penganut agama 
tertentu. 
Sementara rumusan fiqih siyasi khazanah klasik cenderung 
menempatkan non-muslim (kafir dzimmi, mu’ahad, dan musta’man) sebagai 
masyarakat kelas dua. Diantaranya, mereka tidak boleh mendirikan bangunan 
megah melebihi warga Muslim, bila berdesakan di jalan, non muslim harus 
mengalah kepada orang Islam, dan lain sebagainya. Dalam konteks 
keindonesiaan, Islam tidak benar-benar absolut berkuasa secara politik.
63
 
Dari pemaparan di atas muncul sebuah pertanyaan, yaitu apakah 
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah sesuai dengan nilai-nilai 
dalam piagam Madinah? Berdasarkan permasalahan di atas, lembaga bahs\ul 
masa<il untuk membahas dan memberikan kejelasan hukum terhadap 
permasalahan di atas dengan anggota majlis musyawarah sebagai berikut: 
Mushohih Perumus  Moderator Notulen 
KH. Atho‟ilah S. 
Anwar 
K. Abdul Manan Ust. 
Mudaimullah 
Azza 
M. Hilmi Bik 
Nada 
K.Anang Darunnaja Ust. Muh Anas  Miftahul Huda 
K. Zahro Wardi Ust. Hanid Abdul 
Ghofir 
 M. Ari Arinal 
Haq 
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K. M. Masruchan Ust. M. Dinul Qoyyim   
 Ust. Sibromulusi   
 
Secara teknis, bahs\ul masa<il  ini diikuti oleh berbagai kalangan ulama, 
pengasuh pondok pesantren dan santri,  Peserta (mubahis) mendapatkan 
kewenangan untuk menyampaikan dan memberikan pendapat-pendapat 
mereka untuk menjawab permasalahan yang ada. Kemudian pendapat-
pendapat dari peserta akan ditampung oleh perumus masalah. Kemudian 
perumus masalah akan mempertimbangkan pendapat dari mubahis untuk 
dijadikan dasar yang akan digunakan untuk  mengambil keputusan hukum. 
Setelah perumus masalah memutuskan hukum yang diambil, kemudian 
keputusan ini akan dibawa kepada mus}ahih sebagai pertimbangan akhir dan 
sekaligus sebagai pengesahan. 
Forum bahs\ul masa<il ini telah memutuskan dan memberikan kejelasan 
hukum mengenai hukum Pancasila sangat sesuai dengan nilai-nilai yang 
termaktub dalam Piagam Madinah. Yakni semangat untuk membentuk negara 
kesatuan yang aman, damai, dan saling menghormati antar suku dan agama. 
Untuk dapat memecahkan permasalahan dan memberikan jawab terhadap 
masalah tersebut, tentu dibutuhkan dalil-dalil. Penulis akan memaparkan 
dalil-dalil yang digunakan untuk mengupas masalah tersebut pada sub bab 
berikutnya.  
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G. Dalil yang Digunakan Untuk Menetapkan Hukum Piagam Madinah 
sebagai Konstitusi Negara Untuk Masyarakat Plural Bahs\ul Masa<il 
Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura di Pondok 
Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon 
 
Forum bahs\ul masa<il  Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa 
Madura di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon menggunakan 
pendapat-pendapat ulama terdahulu yang terdapat dalam al-kutub al-
muktabarah  guna menjawab permasalahan dan memberikan kejelasan hukum 
tentang Piagam Madinah sebagai Konstitusi Negara untuk Masyarkat Plural. 
Penulis akan mencantumkan dalil-dalil yang digunakan oleh mubahis dalam 
membahas permasalahan tersebut diatas pada kegiatan bahs\ul masa<il. Di 
antara dalil-dalil yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Kitab Muhammad al-Insan al-Ka>mil  
a. Halaman 226 
َىلعَ وتقفاوموَ ةيبيدلحاَ مويَ وفقومَ ةديشرلاَ وتسايسَ ىلعَ لدتَ تيلاَ ةديملحاَ صلى الله عليه وسلمَ وفقاومَ نمو
َظفحَ تاتَلخاَ كلتَ مىأَ نموَ لاقَ ناَ لىاَ ةلذوَ ميضَ اىرىاظَ فيَ ناَك تيلاَ حلصلاَ طورش
َ مهئامدَ نقحوَ تُملسلداَ نمَ ةكمَ فيَ تُفعضتسلدارافكلباَ مهطلاتخلَ ََاضياَ هدئاوفَ نمو
َملاسلَاوَنايدلَاَلقعمَةنيدلداَلىاَمهئيلروَتُملسلدباَمهطلاتخباَشيرقَرافَك نمَتَثَك ملاسا
َملاعاوَ وتتَسَ نسحوَ ةرىاظلاَ وتازجعموَ ملاسلاوَ ةلاصلاَ ويلعَ ولاوقأَ تُنمؤلداَ نمَ مهعاسمو
اللهَنيدَفيَنولخديَمهلعجَالشَكلذَتَغَلىاَةرىابلاَوتوبنَكلذَدععَنوملسلداَملعوَاجاوفأَ
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َاللهَ لذأفَ ةوقوَ ملذَ ازعَ نطابلاَ فيوَ امضىَ رىاظلاَ فيَ ناَك مهعوجروَ تيبلاَ نعَ مىدصَ نا
ةبلغلاَاوداراَثيحَنمَاورهقوَةزعلاَاوداراَثيحَنمَتُكرشلدا.64.  
Artinya : 
Dari dari beberapa peran baik Rasulullah SAW yang menunjukkan 
akan cerdiknya siasat beliau adalah saat perjanjian Hudaibiyah padahal 
persetujuannya atas syarat-syarat perdamaian tersebut pada dhahirnya 
merugikan dan melecehkan kaum Muslimin- sampai kemudian Rasulullah 
bersabda- Sisi positifnya yang paling penting adalah menjaga orang-orang 
muslim lemah yang berada di Makkah, mencegah tumpahnya darah mereka 
karena mereka berada ditengah-tengah orang kafir. Sebagian dari faedah 
perdamaian ini adalah banyaknya orang-orang kafir Quraisy yang masuk 
Islam karena mereka hidup bersama kaum muslimin. Kedatangan mereka 
ke Madinah adalah untuk menguatkan iman dan islam dan untuk 
mendengarkan dari kaum mu‟minin tentang perkataan-perkataan Rasulullah 
SAW,, mu‟jizat-mu‟jizatnya yang nyata, indahnya perjalanan hidupnya, 
dan untuk mengetahui tanda kenabiannya yang jelas yang dari semua itu 
membuat mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-
bondong. Maka kemudian kaum muslimin mengetahui bahwa pencegahan 
kaum muslimin oleh kafir Quraisy untuk datang dan kembali ke Makkah 
secara dhohir adalah bentuk penganiayaan bagi kaum muslimin, akan tetapi 
secara bathin merupakan kemuliaan dan kekuatan bagi kaum muslimin. 
Allah menghinakan orang-orang musyrikin saat mereka menginginkan 
kemuliaan dan mengalahkan mereka saat mereka menginginkan 
kemenangan. 
b. Halaman 224 
َعمتلمجاَ دارفأَ سناتجَ مدعَ ىأرَ الدَ ونأَ ةنيدلداَ فيَ لىولأاَ وتايحَ فيَ ةديشرلاَ صلى الله عليه وسلمَ وتسايسَ نمو
عرشَ،مىدئاقعَفلاتخلَََةمرحوَةديقعلاَةيرحَلفكيوَعيملجاَقوقحَنمضيَماظنَعضوَفي
نعَ عافدلباَ تُفلكمَ اعيجمَ مهلعتجوَ ضارعلَاوَ لاوملَاوَ ءامدلاََ مامأَ دلابلاَتاءادتعاَ ةيأ
ةفيحصَفيَكلذَرطسوَ،ملسلاوَبرلحاَفيَتُلفاكتمَويلع.65 
 
 
                                                          
64
 Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, Muhammad Insan al Ka>mil, (Beirut: Dar al 
Fikr, 2008), hlm. 226. 
65
 Ibid., hlm. 224 
43 
 
            Artinya : 
         Dan sebagian dari strategi-strategi Rasulullah SAW yang hebat 
adalah ketika beliau pertama kali hidup di Madinah. Beliau mengetahui 
bahwa tidak ada perbedaan aqidah dalam masyarakat Madinah. Maka 
kemudian Rasulullah mensyari‟atkan untuk menetapkan peraturan yang 
mencakup hak-hak semua penduduk Madinah,dan menjamin kebebasan 
untuk beraqidah, dan mengharamkan pertumpahan darah serta menjaga 
harta benda, dan mereka semua dibebani untuk membela negara ketika ada 
tanda serangan terhadap negaranya dan kedudukan mereka setara baik saat 
peperangan maupun saat dalam keadaan damai. Dan Rasulullah pun 
menetapkan peraturan ini dan menuliskannya dalam shahifah. 
 
 
2. Kitab Fatawa as-Subki  
 صلى الله عليه وسلمَبينلاَاىدقعَتيلاَدوقعلاَنمَاىتَغوَرمعَطورشَنمَلصحَالشَملعَ(َلصف)ََنارلصَلىلأ
ةمذلاَ دقعَ زاوجَ اىتَغوََولوقَك ولَ لديَ نآرقلاوَ ةرورضلباَ عرشلاَ نمَ مولعمَ ويلعَ عملرَ كلذو
َلىاعت(ََنورغاصَمىوَديَنعَةيزلجاَاوطعيَتىح)َنأَانمدقَدقوََرلَسيلَكلذَةيزلجاَفيَانمَةبغ
َلاقَ دقفَ ،َ ويلعَ انهبنَ امَك مهملاسإَ ءاجرلَ اللهَ نمَ ةحمرَ نكلوَ للهباَ رفكيَ نمَ يكلضَ تىح
اللهَ ىلصََ ملسوَ ويلع(ََ معنلاَ رحمَ نمَ كلَ تَخَ ادحاوَ لاجرَ كعَ اللهَ يدهيَ نلأ)ََمدعو
لَأَملاسلإاَ نسالزَةفرعمَ نعَ مىدعبيَتُملسلدباَمهطلاتخاَيبيدلحاَنمزَلىإَةرجلذاَنمَىرتَة
َفلَآَ ةرشعَ ولضَ ويفَ لخدَ حتفلاَ لىإَ ةيبيدلحاَ نموَ ،َ ليلقَ لَإَ ملاسلإاَ فيَ لخديَ لم
مبهَمهطلاتخلَ66 
َدقَ :َ ىلعيَ وعأَ لاقوَ .َ ةمذلاَ دقعَ ةيعورشمَ فيَ ببسلاَ وىَ اذهفَ مهنيعَ تلصحَ تيلاَ ةندهلل
زويجَ لََ ةمذلاَ دقعَ نأَ لطابلاَ لىأَ ضععَ ركذََامَك عنتلشَ اذىوَ هرفَك ىلعَ رفاكللَ ريرقتَ ونلأ
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تيدةراشلإاَ تمدقتَ دقوَ ،َ لطباَ لوقَ اذىوَ .َ هتَغَ وأَ نازَ نمَ ةيصعمَ ىلعَ دحاولاَ رقنَ نأَ عنَ
َبارلاَ توافتوَ قللخاَ ةيادىوَ تُملسلداَ ةرثَك ءاجروَ ةحلصلداَ نمَ ويفَ اموَ ةمذلاَ دقعَ ةمكحَ لىإ
ويفَتُفلكمللَةحلصمَلَوَوتحبابإَدريَلمَعرشلاَنلأ.67 
Artinya: 
        (pasal) telah diketahui apa yang terjadi dari persyaratan umur dsb. 
Dari penjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan oleh Rasulullah terhadap 
penduduk Najran dsb. Tentang penjanjian kontrak terhadap orang kafir. 
Hal ini telah disepakati dan diketahui dalam syari‟at dan Al-Qur‟an yang 
menunjukkan tentang ini dalam firmannya yang artinya “Sampai mereka 
membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.” 
Telah kita ketahui bahwa hal ini bukanlah karena keinginan kita akan 
jizyah sampai kita mengatakan “Barangsiapa yang kafir kepada Allah..” 
akan tetapi karena rahmat dari Allah SWT akan diharapkannya mereka 
masuk Islam sebagaimana kita memperingatkan mereka. Dan Rasulullah 
SAW telah bersabda :”Demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah 
kepada satu orang karena (dakwah)mu tentu (hal itu) lebih baik bagimu 
daripada onta merah.” Dan dengan tidak berbaurnya orang kafir dan orang 
muslim telah menjauhkan mereka dari pengetahuan akan indahnya agama 
Islam, tidakkah engkau mengetahui sejak saat hijrah Nabi sampai saat 
perjanjian Hudaibiyah mereka tidak masuk agama Islam kecuali hanya 
beberapa orang saja, dan sejak perjanjian Hudaibiyah hingga Fathul 
Makkah banyak orang kafir yang masuk Islam sekitar 10.000 karena 
mereka hidup berbaur dengan kaum muslimin disebabkan karena gencatan 
senjata yang terjadi diantara kaum kafir dan kaum muslimin. Inilah sebab 
disyari‟atkannya perjanijan dengan ahlu dzimmah. Abu Ya‟la berkata: 
“dan sebagian Ahlul bathil telah menyebutkan bahwa perjanjian dengan 
ahlu dzimmah ini tidak diperbolehkan karena itu merupakan pengakuan 
terhadap orang-orang kafir atas kekafirannya.Dan ini dilarang 
sebagaimana dilarangnya seseorang untuk mengakui atau 
memperbolehkan kema‟siyatan seperti zina atau yang lainnya. ” dan 
pendapat ini bathil, karena telah jelas hikmah adanya perjanjian dengan 
ahlu dzimmah dan adanya kemaslahatan dan juga harapan akan 
bertambahnya jumlah kaum muslimin serta datangnya hidayah Allah 
terhadap makhluk-Nya dan harapan agar menghilangnya riba, karena 
syari‟at telah menolak untuk memperbolehkannya karena tidak ada 
kemaslahatan bagi orang yang terbebani olehnya. 
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 jahnaM law hairaysaW hadiqA liF rinuM-la risfaT batiK .3
فقوَالحياةَأوَالأحكام:دلتَآيةَوا ِإْنَجا ناُحواَلِلسَّ ْلِمَعلىَالأمرَعقبولَعقدَالصلحَوالدهادنةَأوَ
بالتوّك َعلى َالله، َأي َتفويض َالأمر َفيما َعقد َمنََلدة َإن َمال َإليو َالعدو، َوعلى َالأمرالدسا
الوفاء.ََصلحَإلىَالله،َليكونَعوناَعلىَالسلامة،َوالنصرَعليهمَإذاَنقضواَالعهدَوعدلواَعن
وَتعالىَونبوَتعالىَفيَآخرَالآيةَعقولو:َِإنَُّوَُىوا َالسَّ ِميُعَاْلعاِليُمَعلىَالزجرَعنَنقضَالصلحَلأن
يقولون.وفيَىذاَدلَلة َواضحةَعلىَأن َالإسلامَيؤثرَالسلمََعالمَبماَيضمره َالعباد، َوسامع َلدا
على َالحرب، َويوجبالوفاء َبالدعاىدات َوالدصالحات، َويحرم َالدبادرة َإلى َالغدروالخيانة َونقضَ
العهود.وقد َأثتَ َخلاف َحول َىذه َالآية، َىل َىي َمنسوخة َأو َلَ؟ َفقال َقتادة َوعكرمة:َ
 .هاَفااق ْت ُُلواَاْلُمْشرِِكتُا َحا ْيثَُنسخ
وقالَ: َنسخت َعراءة َكل َموادعة، َحتى َيقولوا: َلَ َإلو َإلَ َالله. َوقال َاعن َ/ َ[ َوقولو:وا قاتُِلواَ [
 اْلُمْشرِِكتُا َكا افَّ َةَ]التوعةََ/َواجا ْدُتُُوُىْمَ]التوعةَ
عباسَالناسخَوقالَجماعة:َليستَبمنسوخة،َلكنهاَتضمنتَالأمرَبالصلحَإذا َكانَفيوَ/َ. [
الدصلحة، َفإذا َرأى َالإمام َمصالحتهم، َفلا َيجوز َأنََ.لذا: َفالا َتَا ُِنوا َوا تاْدُعوا َِإلىا َالسَّ ْلِم َ]محمد
ولَََيهادنهم َسنة َكاملة، َوإن َكانت َالقوة َللمشركتُ، َجاز َمهادنتهم َللمسلمتُ َعشر َسنتُ،
فإنو َىادن َأىل َمكة َعشرَيجوز َالزيادة َعليها، َاقتداء َعرسول َالله َصّلى َالله َعليو َوآلو َوسلم، َ
الددة.وصالح َأصحاب َرسول َالله َصّلى َالله َعليو َوآلوََسنتُ، َثم َإنهم َنقضوا َالعهد َقبل َكمال
العجم َعلى َماََوسلم َفي َزمن َعمر َعن َالخطاب َرضي الله عنه َومن َععده َمن َالأئمة َكثتَا َمن َعلاد
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رسولَاللهَصّلىَأخذوهَمنهم، َوتركوىمَعلى َماَىمَفيو، َوىم َقادرونَعلىَاستئصالذم.وصالحَ
خيبر َعلى َشروط َنقضوىا، َفنقض َصلحهم.وقد َصالح َالّضمريََالله َعليو َوآلو َوسلم َأىل
أكيدر َعن َعبدََ)لسشي َعن َعمرو، َمن َعتٍ َضمرة َعن َعكر، َفي َغزوة َالأعواء( َوأكيدر َدومة
الدلك،َمن َكندة،َودومة:َىيَدومةَالجندل،َمدينةَقريبةَمنَدمشق(َوأىلَلصران.َوقدَىادنَ
نقضوا َعهده.وما َزالت َالخلفاء َوالصحاعة َعلى َىذه َالسبيل َعاملةََرة َأعوام َحتىقريشا َلعش
وقد َنقلت َساعقا َعنََوسالكة. َوالخلاصة َكما َذكر َاعن َالعربي: َإذا َكان َللمسلمتُ َقوة َوعزة
اعن َكثتَ َ َ. َومنعة َفلا َصلح، َوإن َكان َلذم َمصلحة َفي َالصلح، َلنفع َيجتلبونو، َأو َضررَ
 يدفعونوَفلاَبأسَبالصلح
حوَأنَالآيةَغتََمنسوخة َوغتَ َلسصصة، َولََمنافاةَعينها َوعتَُأوامرَالقتال،َفهذهَالأوامرَترجي
العدو َوعدم َالتكافؤ َعتُ َقوتنا َوقوتو. َوكذلك َقالََعند َالَستطاعة، َوالصلح َعند َالعجز َوقوة
الدشركتََُالجصاص:َقد َكانَالنبيَصّلىَالله َعليوَوآلوَوسلمَعاىد َحتَُقدمَالددينة َأصنافا َمن
م َالنضتَ َوعنو َقينقاع َوقريظة، َوعاىد َقبائل َمن َالدشركتُ، َثم َكانت َعينو َوعتُ َقريش َىدنةَمنه
ذلكَالعهدَعقتالذاَخزاعةَحلفاءَالنبيَصّلىَاللهَعليوَوآلوَوسلم،ََالحديبيةَإلىَأنَنقضتَقريش
الدسلمون.فلما َكثر َالدسلمون َلمََولم َيختلف َنقلة َالستَ َوالدغازي َفي َذلك، َوذلك َقبل َأن َيكثر
قبلَمنَمشركيَالعرب َإلََالإسلامَأوَالسيفَعقولوَتعالى:فااق ْت ُُلواَاْلُمْشرِِكتُا َحا ْيُثَواجا ْدُتُُوُىْمَي
 ويقاتل
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َركذَ اموَ .َّ للهِباَ انوُنِمْؤ ُيَ لََ انيِذَّلاَ اوُِلتاقَ :لىاعتَ ولوقعَ ةيزلجاَ اوطعيَ وأَ اوملسيَ تىحَ باتكلاَ لىأ
َاهيلإَنوكرشلداَلامَاذإَةلداسلدباَرملأاَنماضيأَتعثاَمكح68.َ
 Artinya : 
 Hukum-hukum yang terkandung didalamnya: ayat 61 “wa in janahuu 
lissalmi...” menunjukkan tentang perintah untuk menerima akad perdamaian 
atau gencatan senjata jika pihak musuh menginginkannya. Dan juga merupakan 
perintah untuk bertawakkal kepada Allah atau menyerahkan kepada Allah atas 
perkara yang diakadkan dalam perjanjian damai tersebut, supaya Dia menjadi 
penolong atas keselamatan dan penolong bagi kaum muslimin jika mereka 
mengingkari perjanjian dan menganiaya yang menepati janji. Dan Allah 
memperingatkan di akhir ayat dengan Firman-Nya: “Innahuu huwas Sami‟ul 
„Aliim” tentang pengkhianatan terhadap pembatalan perdamaian karena Allah 
Ta‟ala mengetahui apa yang disembunyikan oleh hamba-hambaNya, dan Dia 
mendengar apa yang mereka katakan. Dalam hal ini terdapat petunjuk yang 
jelas bahwa Islam mendahulukan perdamaian daripada peperangan, dan 
mewajibkan untuk menepati akan penjanjian dan perdamaian. Dan Islam 
mengharamkan untuk mengkhianati dan membatalkan perjanjian. Dan telah 
terjadi banyak perbedaan tentang ayat ini, apakah dia mansukh ataukah tidak? 
Maka Ikrimah dan Qatadah berkata: ayat tersebut telah dinasakh dengan ayat 
“faqtuluu al_musyrikiina haitsu wajadtumuuhum”(At-Taubah:5) dan ayat 
“faqtuluu al-musyrikiina kaaffatan”(At-Taubah:36). Ikrimah dan Qotadah 
berkata: “kepatenan tiap-tiap perjanjian telah terhapus sampai mereka 
mengatakan: “Laa ilaaha illallah.” Ibnu Abbas mengatakan yang menasakh 
ayat tersebut adalah ayat “falaa tahinuu watad‟uu ilas salmi” (Q.S. 
Muhammad: 35). Dan jama‟ah mengatakan: ayat tersebut tidak dinasakh tetapi 
ayat tersebut mengandung perintah untuk berdamai jika didalamnya terdapat 
maslahah. Jika imam mengetahui kemaslahatan bagi mereka, maka tidak 
diperbolehkan untuk mengadakan gencatan senjata terhadap mereka selama 
satu tahun. Dan jika orang musyrikin mempunyai kekuatan, maka mereka 
diperbolehkan mengadakan gencatan sejata terhadap kaum muslimin selama 
sepuluh tahun, tidak lebih dari itu, hal ini karena mengikuti Rasulullah SAW, 
sesungguhnya beliau mengadakan gencatan senjata terhadap penduduk 
Mekkah selama sepuluh tahun, kemudian mereka mengingkari perjanjian 
sebelum selesai waktunya. Dan para sahabat Rasulullah juga mengadakan 
perdamaian pada masa Umar bin Khattab R.A dan sahabat setelahnya dari 
negara-negara asing atas apa yang telah mereka ambil darinya, dan mereka 
meninggalkannya tetap dalam keadaan mereka, sedangkan para sahabat 
mampu untuk memberantasnya. Rasulullah juga mengadakan perdamaian 
dengan penduduk Khaibar atas persyaratan-persyaratan yang mereka langgar, 
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maka batallah perdamaian mereka. Dan Adh-Dhamari (Makhsya bin Amru, 
dari Bani Dhamirah bin Bakar, dalam perang Abwa) dan Akdar Daumah 
(Akdar bin Abdul Malik, dan Kindah dan Daumah, Daumah Al-Jandal, sebuah 
kota di dekat Damsyiq) dan penduduk Najran. Dan Rasulullah telah 
mengadakan gencatan senjata terhadap kaum Quraisy selama sepuluh tahun, 
sedangkan mereka melanggar perjanjian, dan para sahabat dan khalifah pun 
masih tetap mengikuti cara ini. Kesimpulannya seperti yang dikatakan oleh 
Ibnu Al-Arabi: jika kaum muslimin memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka 
tidak ada perdamaian, jika terdapat maslahat bagi kaum muslimin dalam 
perdamaian, karena manfaat yang didatangkan atau mencegah bahaya, maka 
diperbolehkan melakukan perdamaian. Dan telah dinukil sebelumnya, dari Ibnu 
Katsir, tarjihnya bahwa ayat tersebut tidak termansukh dan tidak dikhususkan, 
dan tidak ada kontradiksi antara ayat tersebut dengan perintah untuk berperang. 
Perintah untuk berperang ini berlaku jika mampu, dan berdamai jika dalam 
keadaan lemah dan kuatnya musuh, serta tidak ada keseimbangan antara 
kekuatan kita dengan musuh. Demikian pula yang dikatakan oleh Jashshosh: 
“Rasulullah telah mengadakan perdamaian saat penduduk Madinah 
mengajukan beberapa kaum dari orang musyrikin, diantaranya Bani Nadhir, 
Bani Qainuqo‟, dan Bani Quraidhah, dan Rasululah juga mengadakan 
perdamaian terhadap kabilah-kabilah musyrikin, diantara ada perjanjian 
hudaibiyah, sampai mereka melanggar perjanjian dengan memerangi kaum 
Khuza‟ah, sekutu Nabi SAW, dan tidak berubah jalan mereka dan juga tidak 
ada peperangan didalamnya. Hal itu terjadi sebelum kaum muslimin menjadi 
banyak, saat kaum muslimin telah bertambah banyak, maka orang-orang 
musyrikin Arab tidak menerima kecuali masuk Islam atau pedang, dengan 
adanya Firman Allah: “Maka bunuhlah orang-orang musyrik dimana saja kamu 
temui.” Dan mereka membunuh ahli kitab hingga mereka masuk Islam atau 
mau membayar jizyah, dengan adanya firmn Allah: “bunuhlah orang-orang 
yang tidak beriman kepada Allah.” Dan tidak disebutkan tentang perintah 
untuk berdamai jika orang musyrik ingin melakukannya. 
  
4. Makalah Habib Zaid bin Abdul Rahman bin Yahya Yaman  
َءانعأَ بجاوفَ :لوقيَ ثيحَ نطولاَ ةياحمَ بوجوَ نعَ سيفنَ ملاَك مشاىَ رمعَ دحمأَ روتكدللو
نمأَ ةياملحَ ةرىاسَ ناويعَ اونوكيَ نأَ نطولاََ روصَ مظعأوَ لاقَ نأَ لىاَ نطولاَكلذَ فيَ ابهَ يدتقي
ثيحَ ةنيدلداَ لىإَ ةكمَ نمَ وترجىَ روفَ صلى الله عليه وسلمَ اللهَ لوسرَ ولعفَ ام ََللهباَ ةلصللَ اقيثوتَ دجسلداَ تٌع
َتُعَ اقيثوتَ ةنيدلداَ ةفيحصَ مرعأوَ تُملسلداَ تُعَ ةلصللَ اقيثوتَ راصنلأاوَ نيرجاهلداَ تُعَ ىخآو
تُملسلداَيأَنمَولَةياحموَنطولاَنعَاعافدَتُملسلداَتَغوََ.َهددهتيَرطخَيأَوأَوئوانيَودع
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ظافلحاَ فيَ جذانلداَ يقرأَ نمَ اجذونمَ اذبهَ يطعأوََوعَ يدتقيلَ هرارقتساوَ ونمأوَ نطولاَ ةملاسَ ىلع
تَغوَ تُملسلداَ تُعَ ةنيدلداَ فيَ اهمرعأَ تيلاَ ةفيحصلاَ هذىَ تناكوَ كلذَ دععَ ولَك لماعلاََتُملسلدا
َتَغلَطرشَثيحَناسنلإاَقوقلحَةيرشبلاَاهتفرعَةقيثوَلوأَةملَك دحووَمهيلعَطرشوَتُملسلدا
فيَاونماضتيَنأَىلعَعيملجاَويلإَوئادعأَنمَوجويَرطخَيأَءردوَنطولاَىلعَظافلحا.69 
   
Artinya: 
     Doktor Ahmad Umar Hasyim mempunyai perkataan yang bagus tentang 
kewajiban menjaga tanah air, beliau berkata: “Para putra bangsa wajib terjaga 
sepanjang malam atau waspada untuk menjaga keamanan tanah air” sampai 
beliau berkata: “dan contoh yang paling agung yang menggambarkan tentang 
hal ini adalah apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah SAW saat hijrah 
beliau dari Makkah ke Madinah, beliau membangun masjid untuk 
memperkuat ikatan terhadap Allah dan Rasulullah mempersaudarakan antara 
kaum Muhajirin dan Anshor untuk memperkuat ikatan diantara kaum 
Muslimin, dan Rasulullah menguatkan Piagam Madinah untuk memperkuat 
hubungan kaum muslimin dengan orang non-muslim supaya membela dan 
menjaga tanah air dari musuh yang menyerangnya dan dari bahaya yang 
mengancamnya. Dengan ini Rasulullah telah memberi contoh yang sebaik-
baiknya contoh dalam hal menjaga keselamatan tanah air, keamanan dan juga 
stabilitasnya agar semua ulama‟ setelahnya mengikutinya setelah itu. Dan 
piagam yang telah ditetapkan Rasulullah di Madinah diantara kaum Muslimin 
dan non-muslim ini merupakan perjanjian pertama yang mengenalkan kepada 
manusia tentang hak-hak terhadap sesama sebagai syarat terhadap non-
muslim dan syarat bagi kaum muslimin, dan Rasulullah juga menyatukan 
semua suara agar mereka semua bersatu untuk menjaga tanah air dan 
membebaskan tanah air dari segala bahaya yang disebabkan oleh musuh. 
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 hayyimalsI-la hadhaW-la batiK .5
ولأجلَأنَيعيشَالناسَفيَسلمَوعدمَاقتتالَفيماَعينهمَوعتَُالدشركتَُلذمَفيَالوطنَوادعَالنبيَ
يتخذ َمعهم َأي َإجراءات َعدائية َإلَ َععد َأن َنقضواََاليهود َوىم َألّد َالأعداء َللمسلمتُ َولم
 07.العهد
 :aynitrA
 aratnaid naiakitrep ada apnat iamad nagned pudih aisunam ragA            
 hallulusaR akam ,ria hanat id nikirysum muak aratnaid nad akerem
 halada akerem nakgnadeS .iduhaY muak nagned naiamadrep nakadagnem
 kadit uaileb nad nimilsum muak ihusumem tagnas gnay gnaro-gnaro
 irakgnignem akerem haletes ilaucek nupapa nahusumrep nakadnit libmagnem
 .ini naijnajrep
            
  na}taW-la aw niD-la aniaB haqalA-la batiK .6
والعلاقةَعتَُالدينَوالدولةَعلاقةَلَزمةَلَيستغتٍَأحدهماَعنَالآخرَوقدَوصفَرسولَاللهَصلَ
ل: َ"الإسلامَالعلاقة َودور َكل َمن َالطرفتُ َفيها َفقاَالله َعليو َوسلم َبإعجاز َمدىش َسمة َىذه
لوََوالسلطان َأخوان َتوأمان َلَيصح َواحد َمن َهما َإلَ َعصاحبو َفالإسلام َأس َوالسلطان َحارس
يضغ" َإلى َأن َقال َوفي َالحقيقة َفإن َروح َعلاقة َالدين َمع َالدولة َعدأت َمع َاللحظات َالأولىَ
( َالتيَمن َخلال َوثيقة َالددينة َالدنورة َ)دستور َالددينةَ لنشوء َدولة َالإسلام َفي َالددينة َالدنورة
حيث َنظمت َعلاقة َالدولةََوضعها َرسول َالله َصلى الله عليه وسلم َوالتي َتعتبر َأول َدستور َمدني َفي َالتاريخ
بالمجتمع َوالناس َعلى َاختلاف َأطيافهم َومعتقداتَم َ)مؤمنتُ َومشركتُ َوأىل َكتاب(، َوىو َماَ
َالدواطنة َفكانت َىذه َالوثيقة َإعلانا َلأسس َومبادئ َحكم َالدولة، َوواجب يسمى َمبدأ
عليو َوسلم َوما َلذم َوما َعليهم َمنََالدواطنتُ، َوعلاقةَعرئاسةَالدولةَمتمثلةَعرسولَالله َصلى َالله
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51 
 
َةيعرشلاَ ةسايسلاَ تاداهتجاَ ثمَ صوصنلاَ نمَ اقحلََ ءاجَ امَ عمَ تسمروَ ،تابجاولاوَ قوقلحا
ناطلسلاَفيَعزانتلاَلََراودلأاَفيَلماكتلاَققتحَةقيرطعَةلودلاوَنيدلاَتُعَةقلاعلاَدودح. 
Artinya: 
           Hubungan antara agama dan negara adalah lazim tidak bisa 
diabaikan salah satunya diatas yang lainnya. Dan Rasulullah telah 
menjelaskan tentang keajaiban yang mengejutkan tentang hal ini dan beliau 
bersabda: “Islam dan negara adalah saudara kembar. Tidak akan sehat salah 
satunya jika yang lainnya tidak sehat pula. Maka Islam adalah sendi dan 
negara adalah penjaga baginya yang tidak bisa dihilangkan dan dipisahkan. 
 
7. Kitab al-As}bah wa Nad}air  
َ نتادسفمَ ضراعتَ اذإَ ىىوَ ةععارَ ةدعاقَ كلذَ نمَ أشنوَباكترباَ اررضَ امهمظعأَ ىعور
نمَلىوأَدسافلداَءردَىىوَةسماخَةدعاقَامهفخأََةحلصموَةدسفمَضراعتَاذإفَلحاصلداَبلج
كلذلوَ تارومألدباَ وئانتعاَ نمَ دشأَ تايهنلدباَ عراشلاَ ءانتعاَ نلأَ ابلاغَ ةدسفلداَ عفدَ مدقََلاق
تينهَ اذإوَ متعطتساَ امَ ونمَ اوتأفَ رمبأَ مكترمأَ اذإَ صلى الله عليه وسلمَفىَ حموسَ ثمَ نموَ هوبنتجافَ ءىشَ نعَ مك
َمادقلإاَ فىَ حماسيَ لموَ ةراهطلاوَ رطفلاوَ ةلاصلاَ فىَ مايقلاَك ةقشمَ نىدبأَ تابجاولاَ ضععَ كرت
رئابكلاَاصوصخوَتايهنلداَىلع.71َ
 
Artinya: 
Didalamnya terdapat qoidah yang keempat yaitu “apabila terdapat dua 
mafsadah yang bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar 
madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.” Qoidah 
yag kelima yaitu “mencegah keburukan didahulukan daripada mencari 
kebaikan.” Jika mafsadah dan maslahah bertentangan maka mencegah 
keburukan didahulukan karena kesungguhan syariat dalam mencegah apa 
yang dilarang lebih utama dibandingkan kesungguhan syari‟at dalam 
melaksanakan apa yang diperintahkan. Oleh karena itu Rasulullah bersabda: 
“jika aku memerintahkanmu suatu perkara, maka kerjakanlah semampumu, 
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dan jika aku melarangmu terhadap suatu perkara maka jauhilah olehmu 
tentang perkara tersebut.” Dan telah diperbolehkan dalam syari‟at untuk 
meninggalkan beberapa kewajiban karena adanya kesusahan, contoh dalam 
hal berdiri dalam sholat, berbuka puasa, dan thoharoh, tetapi tidak 
diperbolehkan untuk melanggar apa-apa yang telah dilarang, terutama dosa-
dosa besar. 
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BAB III 
PIAGAM MADINAH, PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945, 
DAN MAQA<S}ID ASY-SYARI\<AH 
 
A. Piagam Madinah 
1. Sejarah Piagam Madinah 
Sejarah menyebutkan bahwa ketika di Makkah Nabi Muhammad 
SAW dengan kegigihannya menyiarkan Islam tidak memperoleh hasil 
yang menggembirakan. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya 
secara politis benar-benar terpojok dan terjepit. Islam mendapat respon 
positif setelah tersiar di Madinah. Semula Madinah adalah Yas}rib.
72
 
Setelah Nabi Muhammad SAW bermukim di Yas}rib, nama Yas}rib 
kemudian disebut Madinah. Dalam bahasa Arab, tamaddun artinya 
berperadaban. Pemberian nama Madinah ini mempunyai maksud bahwa 
Madinah merupakan pelopor peradaban, dari Jahili menjadi “terpelajar”. 
Masyarakat Yas}rib terdiri atas banyak komunitas kesukuan dan agama. 
Ada komunitas Yahudi, komunitas Aus, komunitas Khazraj, dua 
komunitas ini berasal dari daerah Arab Selatan. Masyarakat Yas}rib lebih 
heterogen dari pada masyarakat Makkah. Didahului dengan perjanjian 
Aqabah yang pertama pada tahun 621 M dan perjanjian Aqabah 622 M 
Nabi Muhammad SAW berpindah dari Makkah ke Madinah.  
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Kota hijrah Nabi Muhammad SAW adalah sebuah lingkungan oase 
yang subur sekitar empat ratus kilometer sebelah utara Makkah. Kota itu 
dihuni oleh orang Arba pagan atau musyrik dari suku-suku agama Aws 
dan Khazraj dan orang-orang yahudi (yang berbahasa Arab) dari suku-
suku utama Bani Nazhir, Bani Qaynuqa, dan Bani Qurayzhah. Kota oase 
itu agaknya sudah berdiri zaman kuno yang cukup jauh dengan Yastrib 
atau, menurut catatan ilmu bumji Prolemisus, Yethroba sebagai 
namanya.
73
 
Yang sangat menarik perhatian dari sudut pemikiran politik ialah 
tindakan Nabi Muhammad SAW. Untuk mengganti nama kota itu menjadi 
Madinah. Tindakan Nabi itu bukanlah perkara kebetulan. Dibaliknya 
tekandung makna yang luas dan mendalam, yang dalam kontrasnya 
terhadapa pola kehidupan politik Jazirah Arabia dan sekitarnya adalah 
fundamental dan revolusioner.
74
 
Sesuai dengan perjanjian Aqabah, Nabi Muhammad SAW ditugasi 
dan bersedia memimpin penduduk Madinah, dan pertama kali yang 
dilakukan adalah mempersatukan penduduk Madinah yang sebelum 
kedatangan Nabi Muhammad SAW saling bermusuhan tanpa akhir karena 
perbedaan etnik dan suku, serta kepentingan ekonomi. Kehidupan ekonomi 
di Yastrib di dominasi oleh orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW 
menunjukkkan kepada khalayak bahwa ia milik semua orang, bukan hanya 
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milik kelompok tertentu, suku Quraisy yang beragama Islam saja, akan 
tetapi juga kelompok-kelompok lainnya. Nabi Muhammad SAW sebagai 
“milik bangsa” harus berperilaku adil, tidak setengah-setengah, 
menegakkan keadilan untuk semua golongan, dan sosok pemimpin yang 
dibutuhkan. Untuk menyatukan semua kelompok tidak dapat terwujud jika 
tanpa sesuatu yang disepakati untuk dipatuhi bersama.
75
 Tidak 
mengeherankan kalau kemudian terbit “Piagam Madinah” (Mis}aq 
Madinah) yang oleh para sejarawan disebut konstitusi tertulis tertua 
didunia.
76
 
Kata “Madinah” menunjuk tempat dibuatnya naskah. Sementara 
kata “Piagam” adalah surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak 
atau berisi pernyataan dan pengukuhan mengenahi sesuatu. Sumber lain 
menyebutkan bahwa “Piagam” adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh 
penguasa atau badan pembuat undang-undang yang mengakui hak-hak 
rakyat, dan hak-hak kelompok sosial maupun hak-hak individu.
77
 Piagam 
Madinah adalah dokumen politik penting yang dibuat oleh Nabi 
Muhammad SAW sebagai perjanjian antara kaum golongan-golongan 
Muhajirin, Ans}ar, dan Yahudi, dan lain sebagainya. Dokumen itu 
mengandung prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan penting yang 
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menjamin hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka 
sebagai dasar bagi kehidupan bersama dalam kehidupan sosial politik.
78
  
Nabi Muhammad SAW, dalam membuat piagam tersebut, tidak 
hanya memperhatikan kemaslahatan masyarakat Muslim saja akan tetapi 
juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat non Muslim. Hal ini 
dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam rangka memperkokoh 
masyarakat dan Negara yang baru dibentuk. Nabi Muhammad SAW 
adalah sosok yang dapat diterima oleh berbagai golongan, dan sekaligus 
mampu mempersatukan atau menanggalkan karakter masing-masing suku, 
agama, ras, dan etnis di Madinah.
79
 
Piagam Madinah menjadi landasan bagi tujuan utama untuk 
mempersatukan penduduk Madinah secara integral yang terdiri dari unsur-
unsur heterogen. Nabi Muhammad SAW tidak hendak menciptakan 
persatuan orang Muslim saja secara eksklusif, terpisah dari komunitas-
komunitas lain dari wilayah itu. Oleh karenanya ketetapan-ketetapan 
piagam menjamin hak semua kelompok sosial dengan memperoleh 
persamaan dalam masalah-masalah umum, sosial, politik sehingga Nabi 
Muhammad SAW diterima oleh semua pihak, termasuk kaum Yahudi. Hal 
ini merupakan bukti nyata kemampuan Nabi Muhammad SAW melakukan 
negosiasi dan konsolidasi dengan berbagai golongan masyarakat Madinah, 
sejak awal pembentukan Negara tersebut. 
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Dengan penetapan Piagam Madinah itu, Nabi Muhammad SAW 
berhasil membangun masyarakat yang bersatu dari unsur-unsur heterogen, 
Multikultur; yaitu Muslim, Yahudi, Nasrani, penganut paganism, dan 
Kabilah atau suku yang ada disamping menciptakan persaudaraan nyata di 
kalangan Muhajirin dan Ans}ar. Di dalam masyarakat yang bersatu itu, 
Nabi Muhammad memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelesaikan 
berbagai masalah (konflik horizontal) yang timbul dikalangan mereka.
80
 
Menegenai Piagam Madinah ini, para ahli memberi nama yang 
berbeda-beda  dan berarti berimplikasi pada fungsi dan kedudukan yang 
berbeda pula. Pertama, s}ahifah (Piagam Madinah) disebut perjanjian. 
Karena Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian persahabatan antara 
Muhajirin dan Anshar sebagai komunitas Islam di satu pihak dan antara 
kaum muslimin dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutu mereka di pihak 
lain, agar mereka terhindar dari pertentangan suku serta bersama-sama 
mempertahankan keamanan kota Madinah dari serangan musuh, sehingga 
dapat hidup berdampingan secara damai sebagai inti dari persahabatan. 
Kedua, disebut piagam (charter), karena isinya mengakui hak-hak 
kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan 
kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam 
kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua 
golongan, menetapkan pembentukan persatuan dan kesatuan semua warga 
                                                          
80
 ibid, hlm. 108. 
58 
 
dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan 
kesukuan yang tidak baik. 
Ketiga, disebut konstitusi atau undang-undang (constitution), 
karena didalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan 
umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu 
masyarakat  dan pemerintah sebagai wadah persatuan penduduk Madinah 
yang majemuk tersebut. 
Piagam Madinah adalah dokumen perjanjian persahabatan antar 
kaum Muhajirin, Ans}ar, Yahudi dan sekutunya bersama Nabi Muhammad 
SAW yang  menjamin hak-hak mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban 
mereka dan memuat prinsip-prinsip pemerintah yang bersifat fundamental 
yang sifatnya mengikat untuk mengatur pemerintahan di bawah pimpinan 
Nabi Muhammad SAW.
81
 
Naskah Piagam atau perjanjian tertulis yang disebut sebagai 
S}ahifat terdiri dari 47 pasal yang isinya menekankan pada persatuan yang 
erat dikalangan kaum Muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan 
beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama dan persamaan 
hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik, untuk 
mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan wewenang bagi 
Nabi Muhammad SAW untuk menengahi dan memutuskan segala 
perbedaaan pendapat dan perselisihan yang timbul di antara mereka.
82
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Piagam Madinah yang berisi sepuluh (10) bab tersebut secara lebih 
rinci mencakup: Muqadimah; Bab I : Pembentukan Ummat: berisi satu (1) 
pasal, Bab II :Hak Asasi Manusia: berisi sembilan (9) pasal, Bab III: 
Persatuan Seagama: berisi 5 Pasal, Bab IV: Persatuan Segenap 
Warganegara: berisi sembilan (9) pasal, Bab V: Golongan Minoritas: berisi 
dua belas (12) pasal, Bab VI: Tugas Warganegara: berisi tiga (3) pasal, 
Bab VII: Melindungi Negara: berisi tiga (tiga) pasal, Bab VIII: Pemimpin 
Negara: berisi tiga (3) pasal, Bab IX: Politik Perdamaian: berisi dua (2) 
pasal, dan Bab X: Penutup berisi satu (1) pasal. 
2. Teks Piagam Madinah 
 الله الرحمن الرحيممسب 
َبينلاَمحمدَنمَ باتَك اذىَىلصَنموَ برثيوَ شيرقَنمَ تُملسلداوَ تُنمؤلداَتُعَ ملسوَ ويلعَلله
مهعمَدىاجوَمبهَقحلفَمهعبت. 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ini adalah 
piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan 
muslimin (yang berasal dari) Quraisy  dan Yatsrib (Madinah), dan yang 
mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. 
 
ٔدحاوَةماَمنهاَ.سانلاَنودَنمَة. 
Pasal 1 
Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain. 
 
َٕنودفيَ مىوَ اهئاطعاوَ ةيدلاذخاَ مهنيعَ نولقاعتيَ مهتععرَ ىلعَ شيَ رقَ نمَ نورجاهلداَ .
تُنمؤلداَتُعَطسقلاوَفورعلدباَمهيناع 
Pasal 2 
Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu 
membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan 
tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. 
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َٖفورعلدباَ اهيناعَ ىدفتَ ةفئاطَ لكوَ لىولَاَ مهلقاعمَ نولقاعتيَ مهتععرَ ىلعَ فوعونعوَ .
تُنمؤلداَتُعَطسقلاو 
Pasal 3 
Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 
tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 
 
ٗىلعَ ةدعاسونعوَ .َىدفتَ مهنمَ ةفئاطَ لكوَ لىولَاَ مهلقاعمَ نولقاعتيَ مهتععرََاهيناع
بااتُنمؤلداَتُعَطسقلاوَفورعلد 
 
 
 
Pasal 4 
Banu Sa‟idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 
tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 
 
َ٘ ونعوَ .باَ اهيناعَ ىدفتَ مهنمَ ةفئاطَ لكوَ لىولَاَ نولقاعتيَ مهتععرَ ىلعَ ثرلحااَفورعلد
تُنمؤلداَتُعَطسقلاو 
Pasal 5 
Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 
tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 
 
ٙونعوَ . ىلعَ مشج َاهيناعَ ىدفتَ مهنمَ ةفئاطَ لكوَ لىولَاَ مهلقاعمَ نولقاعتيَ مهتععر
تُنمؤلداَتُعَطسقلاوَفورعلدبا 
Pasal 6 
Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 
tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 
 
ٚىلعَ راجنلاَ ونعوَ . باَ اهيناعَ ىدفتَ مهنمَ ةفئاطَ لكوَ لىولَاَ مهلقاعمَ نولقاعتيَ مهتععر 
اتُنمؤلداَتُعَطسقلاوَفورعلد 
Pasal 7  
Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu 
membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku 
membayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 
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َٛاهيناعَىدفتَمهنمَةفئاطَلكوَلىولَاَمهلقاعمَنولقاعتيَمهتععرىلعَفوعَنعَورمعَونعوَ.
لاوَفورعلدباتُنمؤلداَتُعَطسق 
Pasal 8 
Banu „Amr bin „Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu 
membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku 
membayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 
 
َٜ مهتععرىلعَ تيبنلاَ ونعوَ .َاهيناعَ ىدفتَ مهنمَ ةفئاطَ لكوَ لىولَاَ مهلقاعمَ نولقاعتي
بااتُنمؤلداَتُعَطسقلاوَفورعلد 
Pasal 9 
Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 
tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 
 
َٔٓاهيناعَ ىدفتَ مهنمَ ةفئاطَ لكوَ لىولَاَ مهلقاعمَ نولقاعتيَ مهتععرىلعَ سولَاَ ونعوَ .
بااتُنمؤلداَتُعَطسقلاوَفورعلد 
Pasal 10 
Banu Al-„Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 
tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 
 
ٔٔباَهوطعيَناَمهنيعَاجرفمَنوكتًيلََتُنمؤلداَناوَ.القعواَءادفَفىَفورعلد. 
Pasal 11 
Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat 
menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik 
dalam poembayaran tebusan atau diat. 
 
ٕٔونودَنمؤمَلىومَنمؤمَف لايحَلَوَ.. 
Pasal 12 
Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan 
sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya. 
  
َٖٔناوَ.َداسفَواَناودعواَثماَةاَملظَةعيسَدَىغتعاَواَمهنمَىغعَنمَىلعَتُقتلداَتُنمؤلدا
مىدحاَدلوَناَك ولوَاعيجمَويلعَمهيدياَناوَتُنمؤلداَتُع. 
Pasal 13 
Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orangyang diantara 
mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim , jahat, melakukan 
permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka 
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bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di 
antara mereka. 
 
ٔٗنمؤمَىلعَارفاَك رصنيَلَوَرفاَك فىَانمؤمَنمؤمَلتقيَلَوَ.. 
Pasal 14 
Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran 
membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang 
kafir untuk (membunuh)  orang beriman. 
 
ٔ٘سانلاَنودَضععَلياومَمهضعيَتُنمؤلداَناوَمىناَداَمهيلعَدييحَةدحاوَاللهَةمذَناوَ.. 
Pasal 15 
Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang 
dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung 
kepada golongan lain. 
 
ٔٙمهيلعَرصانتمَلَوَتُمولظمَتَغَةوسلَاوَرصنلاَولَنافَدوهيَنمَانعبتَنمَوناوَ.. 
Pasal 16 
Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan 
dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang 
olehnya. 
 
َٔٚىلعَ لَاَ اللهَ ليبسَ فيَ لاتقَ فيَ نمؤمَ نودَ نمؤمَ لماسيَ لََ ةدحاوَ تُنمؤلداَ ملسَ ناوَ .
مهنيعَلدعوَءاوس. 
 
Pasal 17 
Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat 
perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di 
jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. 
 
ٔٛاضععَاهضععَبقعيَانعمَتزغَةيزاغَلَك ناوَ.. 
Pasal 18 
Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu 
sama lain. 
 
ٜٔفىَ مىءامدَ لناام عَ ضععَ ىلعَ مهضععَ ئبيَ تُنمؤلداَ ناوَ .ََتُنمؤلداَ ناوَ اللهَ ليبس
وموقاوَىدىَنسحاَىلعَتُقتلداو. 
Pasal 19 
Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam 
peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada 
petunjuk yang terbaik dan lurus. 
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ٕٓنمؤمَىلعَونودَلويحلَوَاسفنلَوَشيَرقلَلَامَكرشمَتَيجلََوناوَ.. 
Pasal 20 
Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang 
(musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang 
beriman. 
 
َٕٔناوَ لوتقلداَ ليوَ ىضريَ ناَ لَاَ وعدوقَ ونافَ ةنيعَ نعَ لاتقَ انمؤمَ طبتعاَ نمَ وناوَ .
ويلعَمايقلَاَملذَليحلَوَةفاَك ويلعَتُنمؤلدا. 
Pasal 21 
Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas 
perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima 
diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. 
 
َٕٕلَوَثادلزَرصنيَناَرخلآاَمويلاوَللهباَنمآوَةفيحصلاَهذىَفىَابمَرقأَنمؤلدَليحَلََوناوَ.
َ نافَ هاوآَ واَ هرصنَ نمَ وناوَ ةيوؤ يَفرصَ ونمَ ذخؤ يلَوَ ةمايقلاَ مويَ وبضغوَ اللهَ ةنعلَ ويلع
لدعلَو. 
Pasal 22 
Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada 
Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat 
kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan 
tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada 
hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan. 
 
ٕٖصلى الله عليه وسلمَمحمدَلىاوَلجوزعَاللهَلىاَهدرمَنافَئيشَنمَويفَمتفلتخاَامهمَمكناوَ. 
 
Pasal 23 
Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut 
(ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW. 
 
ٕٗتُعرالزَاوماَدامَتُنمؤلداَعمَنوقفنيَدوهيلاَناوَ. 
Pasal 24 
Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam 
peperangan. 
 
َٕ٘ ناوَ .لاَمهيلاومَ مهنيدَ تُملسمللوَ مهنيدَ دوهيللَ تُنمؤلداَ عمَ ةماَ فوعَ تٍعَ دوهي
وتيعَلىاوَوسفنَلَاَختو يَلََونافَثماوَملظَنمَلَاَمهسفناو. 
Pasal 25 
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Kaum Yahudi dari Bani „Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi 
kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. 
Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, 
kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan 
keluarga. 
 
َٕٙناوَ.افوعَتٌعَدوهيلامَلثمَراجنلاَتٌعَدوهيل 
Pasal 26 
Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 
 
َٕٚناوَ.افوعَتٌعَدوهيلامَلثمَثرلحاَتٌعَدوهيل 
Pasal 27 
Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 
 
َٕٛناوَ.افوعَتٌعَدوهيلامَلثمَةدعاسَتٌعَدوهيل 
Pasal 28 
Kaum Yahudi Banu Sa‟idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 
„Awf. 
 
َٕٜناوَ.افوعَتٌعَدوهيلامَلثمَمشجَتٌعَدوهيل 
Pasal 29 
Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 
 
َٖٓناوَ.افوعَتٌعَدوهيلامَلثمَسولَاَتٌعَدوهيل 
Pasal 30 
Kaum Yahudi Banu Al-„Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 
„Awf. 
 
َٖٔ ناوَ .اَوسفنلَاَ ختويَ لََ ونافَ ثماوَ ملظَ نملَاَ فوعَ تٌعَ دوهيلامَ لثمَ ةبلعثَ تٌعَ دوهيل
وتيعَلىاو. 
Pasal 31 
Kaum Yahudi Banu Sa‟labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 
„Awf. 
 
ٖٕمهسفنَأَك وبلعثَنطعَونفجَناوَ. 
Pasal 32 
Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa‟labah diperlakukan sama seperti 
Yahudi Banu „Awf. 
 
ٖٖثملَاَنودَبرلاَناوَفوعَتٌعَدوهيلامَلثمَةبيطشلاَتٌبلَناوَ. 
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Pasal 33 
Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 
„Awf. 
 
ٖٗمهسفنأَك وبلعثَلياومَناوَ. 
Pasal 34 
Sekutu-sekutu Sa‟labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu 
Sa‟labah). 
 
ٖ٘مهسفنأَك دوهيَةناطعَناوَ. 
Pasal 35 
Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi). 
 
ٖٙحنيَ لََ وناوَ ملسوَ ويلعَ للهاىلصَ محمدَ نذباَ لَاَ مهنمدحاَ جريخَ لََ وناوَ .َرثاَ ىلعرج
اذىرعاَىلعَاللهَناوَملظَنمَلَاَوتيعَلىاوَكتفَوسفنبفَكتفَنمَوناوَحرج. 
Pasal 36 
Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin 
Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi  (menuntut pembalasan) luka 
(yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan 
kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. 
Sesunggunya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. 
 
َٖٚلىاَ براحَ نمَ ىلعرصنلاَ مهنيعَ ناوَ مهتقفنَ تُملسلداَ ىلعوَ مهتقفنَ دوهيلاَ ىلعَ ناوَ .
ناوَ ةفيحصلاَ هذىََناوَ وفيلح عَ ؤرماَ ثميأَ لمَ وناوَ ثملَاَ نودَ برلاوَ ةحيصنلاوَ حصنلاَ مهنيع
مولظمللَرصنلا. 
Pasal 37 
Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk muslimin ada 
kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam 
menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. 
Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung 
hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak 
yang teraniaya. 
 
ٖٛتُعرالزَاومَادامَتُنمؤلداَعمَنوقفنيَدوهيلاَناوَ.. 
Pasal 38 
Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan. 
 
ٖٜةفيحصلاَهذىَلىلَاهفوجَمارحَبرثيَناوَ.. 
Pasal 39 
Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini. 
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ٗٓثمالَوَراضمَتَغَسفنلاَك رالجاَناوَ.. 
Pasal 40 
Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, 
sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. 
 
ٗٔاهلىاَنذباَلَاَةمرحراتجَلََوناوَ. 
Pasal 41 
Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. 
 
َٕٗهداسفَفايخَراجتشاوَثدحَنمَةفيحصلاَهذىَلىاَتُعَناَك امَوناوَ.َلىاَهدرمَناف
هرعاوَةفيحصلاَهذىَفىَامَىقتاَىلعَاللهَناوَملسوَويلعَللهاىلصَمحمدَلىاوَلجوزعَالله. 
Pasal 42 
Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam 
ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya 
menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad 
SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi 
piagam ini. 
 
ٖٗاىرصنَنمَلَوَشيرقَراتجلََوناوَ. 
Pasal 43 
Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi 
pendukung mereka. 
 
ٗٗبرثيَمىدَنمَىلعَرصنلاَمهنيعَناوَ.. 
Pasal 44 
Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi 
penyerang kota Yatsrib. 
 
َٗ٘لىاَاوعدَاذاَمنهاوَ ونوسبليوَ ونولحاصيَمنهافَ)ونوسبليو(َ ونولحاصيَ حلصَ لىاَاوعدَاذاوَ .
ىلعَ ملذَ ونافَ كلذَ لثمََ لَاَ تُنمؤلداَنمَ مهتصحَ سنااَ لَك ىلعَ نيدلاَ فىَ براحَ نم
مهلبقَىذلاَمهنعاج. 
Pasal 45 
Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak 
lawan) memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian itu, maka 
perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, 
kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian 
itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib 
melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya. 
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َٗٙ لىلَامَ لثمَ ىلعَ مهسفناوَ مهيلاومَ سولَاَ دوهيَ ناوَ .َنسلحاَ برلاَ عمَ ةفيحصلاَ هذى
ثملَاَنودَبرلاَناوَةفيحصلاَهذىَلىاَنم. 
Pasal 46 
Kaum Yahudi Al-„Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan 
kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan 
yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya 
kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap 
orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling 
membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. 
 
َٗٚ فىَ قدصاَ ىلعَ اللهَ ناوَ وسفنَ ىلعلَاَ بساَك بسكيَ لَوَ .َوناوَ هرعاوَ ةفيحصلاَ هذى
َنمَ لَاَ ةنيدلدباَ نمآَ دعقَ نموَ نمآَ جرخَ نمَ وناوَ .ثمآوَ لماظَ نودَ باتكلاَ اذىَ لويحَ لَ
صلى الله عليه وسلمَاللهَلوسرَمحمدوَىقتاوَرعَنلدَراجَاللهَناوَثماوَملظ 
Pasal 47 
Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang 
yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali 
orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat 
baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW.
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Dilihat isi Piagam Madinah yang memberi hak dan kewajiban yang 
sama bagi semua warga dari berbagai latar belakang etnik untuk terwujudnya 
kedamaian dan keamanan di Madinah, dan Piagam Madinah tidak 
membedakan kelas penduduk. Perbedaan agama tidak berakibat perbedaan 
kelas kewarganegaraan. Tidak ada penduduk kelas dua, apalagi kelas tiga.
84
 
Nabi Muhammad SAW tampil sebagai pemimpin, menetapkan dan mengatur 
kepentingan umum sebagai Undang-Undang Negara. 
B. Pancasila 
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1. Sejarah Lahirnya Pancasila 
Perkataaan majemuk “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta 
yang berarti lima batu karang atau lima prinsip moral. Dalam sejarah 
kuno, perkataaan Pancasila terdapat dalam buku Negarakertagama, suatu 
catatan sejarah tentang kerajaan Hindu Majapahit (1296-1478), yang 
ditulis oleh Empu Prapanca, penulis dan penyair Istana. Disamping 
menunjukkan kemajuan di bidang sastra, Negarakertagama juga 
merupakan sumber sejarah Majapahit.  Kitab lain yang penting adalah 
Sutasoma. Kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma 
memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan Negara Indonesia, 
yakni Bhineka Tunggal Ika.
85
  
Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, 
melainkan melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah 
perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. 
Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar 
pada keprobadian dan gagasan besar Bangsa Indonesia sendiri. Proses 
sejarah konseptual Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang 
panjang, setidaknya dimulai awal 1990-an dalam bentuk rintisan-rintisan 
gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan 
proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (civic 
nationalism). Proses ini ditandai oleh kemunculan berbagai organisasi 
pergerakan kebangkitan (Boedi Oetomo, SDI, SI, Muhammadiyah, 
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Nahdlatul Ulama, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain), partai politik 
(Indische Partij, PNI, partai-partai sosialis, PSII, dan lain-lain), dan 
Sumpah Pemuda.
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Pancasila dirujuk oleh Bangsa Indonesia dirumuskan pada tanggal 
29 April 1945, ketika pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga 
yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Choosakai “ Badan 
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI 
yang beranggotakan 62 Orang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman 
Wideodiningrat dan wakilnya R. Panji Soeroso dan Ichibangase asal 
Jepang. BPUPKI memiliki tugas membuat rancangan dasar Negara dan 
membuat Undang-Undang Dasar. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 
29-31 Mei 1945 dan 1 Juni 1945, dalam sidang ini dirumuskan berbagai 
gagasan tentang dasar Negara Indonesia.
87
yang kebanyakan pokok 
gagasannya sesuai dengan satuan-satuan sila Pancasila. Berikut ini 
beberapa usulan dari anggota BPUPKI yang menjadi rumusan dasar 
negara di antaranya sebagai berikut: 
Muhammad Yamin mengusulkan gagasan dasar negara pada 
tanggal 29 Mei 1945. Gagasan negara yang dikemukakan sebagai 
berikut: 
1. Ketuhanan yang Maha Esa 
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 
3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan Beradab 
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4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan dan perwakilan 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
Soepomo mengusulkan gagasan negara pada tanggal 31 Mei 
1945. Gagasan negara yang di kemukakan sebagai berikut: 
1. Persatuan 
2. Kekeluargaan 
3. Keseimbangan 
4. Musyawarah 
5. Keadilan rakyat 
Ir. Soekarno mengusulkan gagasan negara pada tanggal  1 Juni 
1945. Gagasan negara yang dikemukakan sebagai berikut: 
1. Kebangsaan Indonesia 
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan 
3. Mufakat atau Demokrasi 
4. Kesejahteraan Sosial 
5. Keadilan rakyat 
 Rangkaian ini kemudian ditutup oleh pidato Soekarno pada 1 
Juni 1945 yang menawarkan lima prinsip dari dasar negara yang diberi 
nama Pancasila. Rumusan Ir. Soekarno tentang Pancasila kemudian 
digodok melalui Panitia Delapan yang dibentuk oleh ketua sidang 
BPUPKI. Kemudian membentuk “Panitia Sembilan”(Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia) beranggotakan sembilan orang yaitu: 
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1 Ir. Soekarno  Ketua 
2 H. Agus Salim Anggota 
3 Mr. Ahmad Soebardjo Anggota 
4 Mr. Muhammad Yamin  Anggota 
5 Drs. Mohammad Hatta Anggota 
6 Mr. AA. Maramis Anggota 
7 KH. Wachid Hasyim Anggota 
8 Abdul Kahar Mudzakir Anggota 
9 Abikusno Tjokrosujoso Anggota  
 Yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari pidato Ir. 
Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta  pada 22 Juni 1945 
yang berisi sebagai berikut: 
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya. 
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
3. Persatuan Indonesia 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
Selanjutnya dengan berbagai pertimbangan yang mencakupi, 
keberagaman, suku bangsa, agama, budaya yang terdapat di Indonesia. 
Pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat 
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secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.
88
berikut hasil rumusan 
Pancasila yang sudah disahkan sebagai dasar Negara Indonesia: 
1. Ketuhanan yang Maha Esa 
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 
3. Persatuan Indonesia 
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan Indonesia 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Dalam proses perumusan dasar negara, Soekarno memainkan 
peran yang sangat penting. Soekarno berhasil mensintesiskan berbagai 
pandangan yang telah muncul dan orang pertama yang 
mengonseptualisasikan dasar negara itu kedalam pengertian “dasar 
falsafah” atau “pandangan komprehensif dunia” secara sistematik dan 
koheren.
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2. Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara 
Dalam pertumbuhan dan perkembangan kebangsaan Indonesia, 
dinamika rumusan kepentingan hidup bersama di wilayah Nusantara diuji 
dan didewasakan sejak dimulainya sejarah kebangsaan Indonesia. 
Pendewasaan kebangsaan Indonesia memuncak ketika dijajah dan 
dihadapkan pada perbedaan kepentingan ideologi awal abad 19 antara 
liberalisme, Nasionalisme, Islamisme, Sosialisme Indonesia, dan 
Komunisme, yang diakhiri secara yuridis ketatanegaraan tanggal 18 
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Agustus 1945 bertepatan dengan ditetapkanya Pancasila oleh PPKI 
sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
90
 
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai 
dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif 
Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat 
seluruh lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, 
tanpa kecuali.
91
 
Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh 
rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila 
Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling merupakan 
satu kesatuan yang integral, yang saling mengandaikan dan saling 
mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi 
diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang 
mengatasi paham perseorangan, dan golongan, selaras dengan visi 
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, konsensus, 
serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Rumusan Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 , dimana pembukaan tersebut sebagai hukum derajat 
tinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif, maka Pancasila 
sebagai dasar Negera Indonesia bersifat final dan mengikat bagi seluruh 
penyelenggara dan seluruh warga Indonesia. Setiap materi muatan 
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peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai 
yang terkandung dari Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari 
segala sumber hukum negara.
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Sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama 
yang menerangi keempat sila lainnya. Paham Ketuhanan itu diwujudkan 
dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Dorongan keimanan 
dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu menentukan kualitas 
dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga 
perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam 
struktur kehidupan yang adil, dan dengan demikian kualitas peradaban 
bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa.
94
 
Semangat Ketuhanan yang Maha Esa itu hendaklah pula 
meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu dibawah tali 
Tuhan yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan diantara sesama warga 
Negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai 
kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah 
Negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu dalam kerangka 
kewarganegaraan, tidak perlu dipersoalkan mengenai etnisitas, anutan 
agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Yang penting 
dilihat adalah status kewarganegaraan seseorang dalam wadah negara. 
Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. 
Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam 
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Negara Indonesia, di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme 
atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.
95
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Undang-Undang Dasar 1945 
1. Sejarah Undang-Undang Dasar 1945 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
disusun oleh pendiri negara, secara keberlakuan mengalami pasang surut 
sesuai dengan kebijakan politik saat itu. Periodisasi keberlakuan tersebut 
menggambarkna bahwa konstitusi yang menjadi dasar dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara benar-benar telah diuji dengan berbagai 
peristiwa dan kondisi bangsa sesuai dengan dinamia sejarah yang 
berlangsung saat itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 telah diubah pada tahun 1999 sampai dengan 2002 
merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan dasar Negara Indonesia. 
Substansi mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana 
pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika 
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perkembangan zaman sekaligus sarana pmebaruan masyarakat ke arah 
cita-cita kolektif bangsa.
96
 
Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang 
untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian 
hari. Janji tersebut diantaranya berisikan “sejak dari dahulu, sebelum 
pecahnya peperangan Asia Timut Raya, Dai Nippon sudah mulai 
berusaha membebaskann bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah 
Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan 
perangnya, baik di darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri 
kekuasaan Belanda”.97 
Sejak saat itu Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia 
sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat 
dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa 
Indonesia siap untuk berdiri semdiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. 
Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin 
lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. setelah 
Jepang berhasil dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tidak lagi ingat 
dengan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat oleh sekutu rakyat 
Indonesia lebih leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung kepada 
Jepang sampai saat kemerdekaan tiba.
98
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Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi 
resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi , dan segera harus 
dirumuskan. Sehingga lengkaplah Indonesia sebagai negara yang 
berdaulat. Pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan 
sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan 
sebagai berikut: 
1) Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang 
bahannnya diambil dari rancangan undang-undang yang 
disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945; 
2) Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya 
hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh 
panitia perancang UUD tanggal 16 Juni 1945; 
3) Memilih ketua persiapan kemerdekaan Indonesia Ir. 
Soekarno sebagai Presiden dan wakil ketua Drs. Mohammad 
Hatta sebagai Wakil Presiden; 
4) Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu di bantu oleh 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian 
menjadi komite Nasional; 
Dengan terpilihnya Presiden dan Wakilnya atas dasar Undang-
Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai 
sebuah Negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap Negara 
yaitu: 
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1) Rakyat, yaitu bangsa Indonesia; Wilayah, yaitu tanah air 
Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari 
Miangas sampai pulau Rote yang terdiri dari 17,500 buah 
pulah besar dan kecil; Kedaulatan yaitu sejak mengucap 
proklamasi kemerdekaan Indonesia; Pemerintah yaitu sejak 
terpilihnya Presiden dan Wakilnya sebagai pucuk pimpinan 
pemerintahan Negara; 
2) Tujuan negara yang mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila; bentuk negara yaitu negara 
kesatuan. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
atau disingkat UUD 1945 adalah dasar hukum tertulis (hukum dasar), 
konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. UUD 1945 disahkan oleh 
PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
99
 Ada empat macam Undang-
Undang yang pernah berlaku di Indonesia, yang akan dibahas di sub bab 
berikutnya. 
2. Periodenisasi Undang-Undang Dasar 1945  
a. Periode Undang Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 
1949) 
Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Republik 
Indonesia belum memiliki undang-undang dasar. Undang-undang 
dasar atau konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan 
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ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari 
setelah proklamasi. 
Pembahasan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam sidang 
BPUPKI, sidang yang pertama pada 29 Mei-1 Juni 1945 kemudian 
sidang kedua pada 10-17 Juli 1945. Dalam sidang pertama dibahas 
tentang dasar negara sedangkan pembahasan rancangan undang-
undang dasar dillakukan pada sidang yang kedua. Pada sidang kedua 
itu, dibentuklah panitia Hukum Dasar yang bertugas membuat 
rancangan undang-undang dasar, panitia tersebut beranggotakan 19 
orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. 
Panitia ini kemudian membentuk panitia kecil yang bertugas 
membuat rumusan rancangan undang-undang dasar dengan 
memperhatikan hasil-hasil pembahasan dalam sidang-sidang 
BPUPKI serta rapat-tapat panitia hukum dasar. 
Panitia kecil tersebut terdiri atas 7 orang, Dr Supomo sebagai 
ketua dan anggota yaitu Mr. Wongsonegoro, R. Sukardjo, Mr. A. 
Maramis, Mr. R. Pandji Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Sukirman. 
Panitia kecil ini menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan 
laporan tentang rancangan undang-undang dasar kepada Panitia 
Hukum Dasar pada 13 Juli 1945. Setelah melalui beberapa kali 
sidang, pada 17 Juli 1945 BPUPKI menerima dan menyetujui 
rumusan tersebut menjadi Rancangan Undang-Undang Dasar.
100
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Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, langkah 
selanjutnya Pemerintah tentara Jepang membentuk kembali 
kepanitiaan yaitu PPKI yang bertugas menyiapkan sesuatu tentang 
kemerdekaan. Panitia tersebut beranggotakan 21 orang yang diketuai 
Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. 
PPKI mulai melaksanakan tugasnya sejak 9 Agustus 1945, 
dan sesegera mungkin menyelesaikan segala permasalahan yang 
terkait dengan kemerdekaan, terutama persoalan undang-undang 
dasar yang sudah ada rancangannya, yang semestinya akan diajukan 
kepada PPKI untuk diterima dan disahkan. Sesuai dengan rencana 
pada tanggak 24 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia dapat 
disahkan oleh pemerintahann Jepang di Tokyo.  
Sebelum PPKI sempat melaksanakan sidang sebagaimana 
direncanakan, terjadi insiden yang mengubah keadaan. Pada 6 dan 
Agustus 1945 Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom yang 
menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu. Akibatnya, usaha 
Pemerintah Jepang untuk menepati janji kemerdekaan Indonesia 
sudah tidak mungkin lagi dapat dilaksanakan. 
Melihat situasi seperti ini, tentu bangsa Indonesia terutama 
para pemimpin dan golongan pemuda tinggal diam. Sebelum Jepang 
menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu, atas desakan golongan 
muda bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada  17 
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Agustus 1945 dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta. 
Dengan demikian, kemerdekan Indonesia bukan karena 
pemberian dari pemerintah Jepang melainkan sebagai hasil 
keberanian dan kekuatan seluruh bangsa Indonesia untuk 
menentukan nasib bangsa dan tanah airnya sendiri. 
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Sebagai upaya menyempurnakan negara yang sudah 
merdeka, PPKI melaksanakan sidang pada 18 Agustus 1945. 
Meskipun anggota PPKI terdiri dari anggota sebelumnya yang 
diangkat oleh pemerintah Jepang, tidak berarti bahwa Panitia ini 
bersidang di bawah kekuasaan pemerintah Jepang. Sidang tersebut 
diselenggarakan atas tanggung jawab bangsa Indonesia sendiri. 
Hal ini terlihat dari susunan anggota berjumlah 21 orang 
kemudian di tambah menjadi 27 orang. Sidang tersebut kemudian 
menetapkan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar hasil 
rumusan BPUPKI dengan beberapa perubahan dan penambahan, 
serta memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai 
Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 
Seluruh hasil pembahasan sidang, naskah-naskah dan 
putusan-putusan yang mengenai undang-undang dasar yang 
dihasilkan, baik oleh BPUPKI maupun PPKI merupakan sumber 
rujukan yang sangat berharga dalam penafsiran Undang-Undang 
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Dasar 1945. Disamping itu, sejarah rancangan dan pengesahan 
undang-undang dasar juga telah melahirkan sebuah piagam penting 
yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 
1945. Piagam ini dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
walaupun terdapat pengubahan didalamnya yaitu tujuh kata setelah 
ke-Tuhanan, yang semula berbunyi ke Tuhanan dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah 
menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. 
Dari uraian di atas diketahui bahwa rancangan undang-
undang dasar dirumuskan sebelum Proklamasi Kemerdekaan, 
sedangkan penetapan dan pengesahannya terjadi satu hari setelah 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah revolusi 
Indonesia peristiwa tersebut benar-benar merupakan karunia tak 
ternilai dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia 
diberikan jalan yang sebaik-baiknya dalam membuat susunan 
negara. Seandainya pada waktu itu belum ada rancangan undang-
undang dasar, tentu setelah proklamasi kemerdekaan bangsa ini akan 
menemui kesulitan karena belum memilik undang-undang dasar 
yang menjadi syarat berdirinya suatu negara. 
Sejak PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 
18 Agustus 1945, penyelenggaraan negara didasarkan pada 
ketentuan-ketentuan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Namun 
mengingat saat itu masih dalam masa peralihan, pelaksanaan sistem 
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pemerintahan negara dan kelembagaan negara yang ditentukan 
Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat dilaksanakan seluruhnya. 
Belum optimalnya pelaksaan Undang-Undang Dasar 1945 
saat itu karena bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada masa 
revolusi fisik untuk mempertahankan negara dari rongrongan 
penjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. 
Dalam situasi tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang baru 
merdeka dan masih belajar mempraktekkan penyelenggaraan 
ketatanegaraan, sangat beralasan apabila sempat terjadi 
ketidaksesuaian antara pelaksanaan sistem pemerintahan dengan 
sistem pemerintahan yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, 
pada waktu itu, yang diterapkan sistem pemerintahan parlementer 
yang  diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem 
pemerintahan presidensiil.
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b. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-
17 Agustus 1950) 
Pada periode ini, Republik Indonesia menjadi Negara serikat. 
Sesungguhnya seluruh elemen bangsa Indonesia tidak menghendaki 
bentuk negara dengan sistem pemerintahan ini. Keadaanlah yang 
memaksa demikian. Karena dalam perjalanannya negara Indonesia 
harus menghadapi ancaman serangan Belanda yang kembali ingin 
berkuasa. 
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Namun keinginan Belanda untuk kembali menjajah 
Republik Indonesia sudah barang tentu tidak akan terwujud. 
Sehingga kemudian Belanda mencoba memecah belah negara 
Republik Indonesia dengan mendirikan negara-negara bagian 
seperti Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Timur, Negara 
Pasundan, dan yang lainnya. Taktik dan strategi ini Belanda 
gunakan untuk menjadikan dasar negara-negara tersebut sebagai 
negara boneka yang bertujuan meruntuhkan kedaulatan negara 
Republik Indonesia. Kesempatan demi kesempatan dipergunakan 
olehnya agar bisa kembali menanamkan kekuasasaanya di tanah air 
kita.
103
 
Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Serikat dirumuskan oleh delegasi Republik Indonesia dan Delegasi 
B.F.O dalam konferensi Meja Bundar. Rancangan tersebut diterima 
oleh kedua belah pihak dan diberlakukan sejak 27 Desember  1949 
setelah sebelumnya pada 14 November 1949 disetujui oleh Komite 
Nasional Indonesia Pusat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat 
Indonesia.  
Atas dasar pertimbangan bahwa tim yang merumuskan 
Konstitusi Republik Indonesia Serikat belum representatif, 
disebutkan dalam Pasal 196 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 
bahwa Konstituante bersama-sama dengan pemerintah secepatnya 
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akan menetapkan konstitusi  Republik Indonesia Serikit. Dengan 
demikian berdasarkan Pasal 186 tersebut diketahui bahwa 
Konstitusi Republik Indonesia Serikat hanya bersifat sementara. 
Kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan waktu itu masih belum 
stabil, tidak jauh berbeda dengan periode konstitusi sebelumnya. 
Setiap daerah mulai menyadari pentingnya menyatukan perbedaan-
perbedaan ada pada setiap daerah, sehingga kemudian disepakati 
untuk kembali membentuk negara kesatuan. 
Akhirnya pada 17 Agustus 1950, dalam melaksanakan 
penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk 
kepada Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dengan demikian, 
pada prakteknya, Konstitusi Republik Indonesia Seikat berlaku dari 
27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. 
c. Periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950-5 
Juli 1959) 
Bentuk negara Federasi dan Penerapan Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Serikat (1959) hanyalah bersifat 
sementara, karenas sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 
Agustus 1945 menginginkan bentuk negara kesatuan. Hal ini terbukti 
dengan negara Republik Indonesia Serikat yang tidak bertahan lama. 
Pada akhirnya dicapai kesepakatan antara Republik Indonesia 
Serikat yang mewakili Negara Republik Indonesia Timur dan 
Negara Sumatera Timur untuk kembali mendirikan Negara Kesatuan 
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Republik Indonesiayang tertuang dalam perjanjian pada 19 Mei 1950 
untuk mendirikan kembali negara kesatuan, sebagai kelanjutan dari 
negara kesatuan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
104
 
 
 
d. Periode Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-1999) 
Setelah selama sembilan tahun berlaku Undang-Undang 
Sementara 1950, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno 
memutuskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, 
melalui keputusan Presiden Republik Indonesia No. 150 tahun 1959, 
Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden Republik 
Indonesia/ Panglima Tertinggi, Angkatan Perang tentang Kembali 
kepada Undang-Undang Dasar 1945 (LNRI No. 75, 1959) 
Dalam diktum Dekrit  tersebut  diterapkan tiga hal: 
“Pertama, menetapkan pembubaran Konstituante. 
Kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi 
bagi   segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tidak 
berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 
Ketiga, Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota-
anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-
daerah dan golongan serta Pembentukan DPAS.”105 
 
 
Dengan dekeluarkannya Dekrit Presiden tersebut, maka 
dimulailah periode baru dalam ketatanegaraan Indonesia yang 
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ditandai dengan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin pada masa 
pemerintahan Soekarno. 
106
 
e. Periode Undang-Undang Dasar 1945 (tahun 1999-sekarang) 
Salah satu berkah  dari reformasi adalah perubahan Undang-
Undang Dasar 1945. Sejak keluarnya dekrit 5 Juli 1959 yang 
memerintahkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sampai 
berakhirnya kekuasaan presiden Soeharto, praktis Undang-Undang 
Dasar 1945 belum pernah dirubah untuk disempurnakan.  
Ketika Soeharto menjadi presiden, penyelewengan terhadap 
undang-undang Dasar 1945 dilakukan. Undang-Undang Dasar 1945 
tidak boleh disentuh oleh siapapun, istilah yang populer adalah 
disakralkan, dengan berbagai ancaman dan stigma subversif yang 
dituduhkan bagi yang akan menyentuhnya. Bahkan hanya 
pemerintah Orde Baru yang boleh menafsirkan makna yang 
terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden pada waktu 
itu dipilih oleh MPR dan tidak ada batasan masa jabatannya. 
Hasilnya, Soeharto berhasil menduduki kursi kekuasaan selama 32 
tahun.
107
  
Dorongan memperbarui atau mengubah Undang-Undang 
Dasar 1945 didasarkan pula pada kenyataan bahwa Undang-Undang 
Dasar 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi dalam 
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pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan staatsidee mewujudkan 
negara berdasarkan konstitusi, seperti tegaknya tatamam demokrasi, 
negara berdasarkan atas hukum yang menjamin hal-hal seperti hak 
asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang terjadi adalah 
etatisme, otoriterisme, atau kediktaktoran yang menggunakan 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sandaran.
108
 
 Dalam Undang-Undang dasar 1945 ada beberapa Bab dan pasal yang 
menjamin kemaslahatan untuk setiap warga negara Indonesia, diantaranya yaitu: 
a. Bab 10 A pasal 28A sampai pasal 28J tentang Hak Asasi Manusia,  
Pasal 28A 
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya 
 
Pasal 28 B 
(1)   Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah.  
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
 
Pasal 28C 
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 
 
Pasal 28D 
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan. 
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(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 
 
Pasal 28E 
(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara 
dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat. 
 
Pasal 28F 
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  
untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia. 
 
Pasal 28G 
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri  pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya  
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 
(2)  Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 
politik dari negara lain. 
 
Pasal 28H 
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan. 
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan. 
(3) Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 
 
Pasal 28I 
(1) Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  untuk  
kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama, hak  untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan 
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 
(2) Setiap  orang  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  
atas  dasar  apapun  dan  berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban. 
(4) Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  
manusia  adalah  tanggung  jawab negara, terutama pemerintah. 
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 
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prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 28J 
(1)   Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
(2)  Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  
agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat 
demokratis. 
 
 
 
b. Bab 11 pasal 29 tentang Agama 
Pasal 29 
(1)   Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
(2) Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  
memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu. 
 
c. Bab 12 pasal 30 tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara 
Pasal 30 
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara.  
(2) Usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara  dilaksanakan  melalui  
sistem  pertahanan  dan  keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan 
utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut 
dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, 
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian  Negara Republik Indonesia di 
dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara 
dalam usaha pertahanan dan keamanan  diatur dengan undang-undang. 
 
d. Bab 13 pasal 31 dan pasal 32 tentang Pendikan dan Kebudayaan,  
Pasal 31 
(1)  Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 
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(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 
wajib membiayainya. 
(3)  Pemerintah   mengusahakan   dan   menyelenggarakan   satu   sistem   
pendidikan   nasional,   yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 
diatur dengan undang-undang. 
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta 
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 
(5)Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menunjang tinggi nilai-nilai agama dan 
persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 
manusia. 
 
Pasal 32 
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan 
budaya nasional. 
 
 
e. Bab 14 pasal 33 dan pasal 34 tentang Perekonomian Nasional dan 
Kesejahteraan Sosial. 
Pasal 33 
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar   atas   demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang 
 
Pasal 34 
(1)  Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan. 
(3) Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas pelayanan  
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
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undang-undang.
109
 
 
 
 
 
D. Maqa<s}id asy-Syari<ah  
1. Pengertian Maqa<s}id asy-Syari<ah  
Maqa<s}id asy-syari<ah terdiri dari dua kata, maqa<s}id dan syari<ah. 
Kata maqa<s}id merupakan bentuk jama‟ dari maqa<s}ad yang berarti maksud 
dan tujuan, sedangkan syari<ah mempunyai pengertian hukum-hukum 
Allah SWT yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk 
mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan 
demikian, maqa<s}id asy-syari<ah berarti kandungan nilai yang menjadi 
tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqa<s}id asy-syari<ah 
adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.
110
 
Maqa<s}id asy-Syari<ah  adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia, dan 
target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-
perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah SWT. 
Disisi lain maqa<s}id asy-syari<ah bisa dimaknai sebagai pesan-pesan 
substansif yang ditangkap dari hukum syariah yang bertebaran diberbagai 
teks-teks suci Syariah baik al-Qur‟an maupun Hadis. Karena itu pula 
maqa<s}id asy-syari<ah  sering diartikulasikan sebagai universalitas Islam dan 
dimaknai ajaran Islam yang tidak bisa di abaikan dalam kondisi 
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bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan, kebebasan ajaran 
kerahmatan dan kemaslahatan.
111
 
Secara istilah Maqashid Asy-Syariah dapat diartikan sebagai 
maksud atau tujuan dari turunnya syariat kepada seorang Muslim. Semua 
kewajiban manusia yang bersumberkan dari persyariatan diturunkan oleh 
Allah adalah dalam rangka merealisasi kemaslahatan itu sendiri. tidak ada 
satupun syariat Allah yang diturunkan kepada manusia yang tidak 
mempunyai tujuan.
112
 
2. Pendapat Ulama tentang Maqa<s}id asy-Syari<ah  
Menurut Imam Al-Syatibi maqa<s}id asy-syari<ah adalah 
kemaslahatan yang terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, 
artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan 
secara jelas dimensi kemaslahatannya, maka dapat dianalisis melalui 
maqa<s}id asy-syari<ah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari 
agama Islam.
113
 
Menurut Wahbah Al Zuhaili maqa<s}id asy-syari<ah adalah  nilai-nilai 
dan sasaran syara’ yang tersirat dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai 
tujuan dan rahasia Syariah, yang ditetapkan oleh al-syar’i dalam setiap 
ketentuan hukum.
114
Konsesnsus Ulama bahwa Allah SWT mensyariatkan 
hukum adalah dalam rangka memelihara kemaslahatan umat manusia 
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sekaligus untuk menghindarkan dari segala bentuk kerusakan. Untuk 
mewujudkan tujuan-tujuan Islam, terdapat lima pokok yang harus 
dipelihara keberadaannya, diantaranya memelihara agama (hifz} al-di>n), 
memelihara jiwa (hifz} al-nafs), memelihara akal (hifz} al-aql), memelihara 
keturunan (hifz} al-nasl), dan memelihara harta (hifz} al-ma>l). Sehingga 
mukallaf  dapat merasakan dan memperoleh kemaslahatan apabila dapat 
memelihara lima pokok tersebut, sebaliknya jika tidak dapat menerima 
lima pokok tersebut akan menerima mafsadat. 
3. Metode dalam memahami Maqa<s}id asy-Syari<ah  
Al Syatibi menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para 
ukama untuk memahami maqa<s}id asy-syari<ah, antara lain: 
a. Mempertimbangkan makna z}ahir lafaz} 
Makna z}ahir adalah makna yang dipahami dari apa 
yang tersurat dalam lafaz}-lafaz} nash keagamaan yang menjadi 
landasan utama dalam mengetahui maqa<s}id asy-Syari<ah 
.
115
Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula 
dari asumsi bahwa maqa<s}id asy-Syari<ah  adalah suatu abstrak 
dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan 
dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas. Petunjuk Tuhan itu 
tidak memerlukan penelitian yang ada giliranya bertentangan 
dengan kehendak bahasa.
116
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Dengan kata lain pengertian hakiki suatu nash tidak 
boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna majazi, kecuali 
bila ada petunjuk jelas dari pembuat syariat, bahwa yang 
dimaksudkan adalah makna tersirat.
117
 
b. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran 
Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks 
ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangkan dalam 
mengetahui maqa<s}id asy-syari<ah adalah berpijak dari suaru 
asumsi, bahwa maqa<s}id asy-syari<ah bukan dalam bentuk 
dhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang 
ditujunkkan oleh z}ahir lafaz} nash-nash syariat Islam.
118
 
c. Menggabungkan makna z}ahir, maka batin dan penalaran 
Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau 
kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui maqa<s}id asy-
syari<ah dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, 
dengan tidak merusak arti dhahir, kandungan makna. 
Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang 
mengembangkan konvergensi ini memandang, bahwa 
pertimbangan makna dhahir, makna batin dan makna penalaran 
memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa 
aspek yang menyangkut upaya dalam memahami maqa<s}id asy-
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syari<ah, yakni dianalisisi terhadap lafaz} perintah dan larangan, 
penelaahan illah perintah dan illah larangan, analisis terhadap 
sikap diam Syari‟ dan penetapkan hukum sesuatu dan analisisi 
terhadap as}liyah dan tahbi’ah dari semua hukum yang telah 
ditetapkan Syara‟.119  
Dari penjelasan di atas, metode konvergensi dalam 
memahami maqa<s}id asy-syari<ah ini, banyak digunakan oleh 
para ulama, dan di Indonesia termasuk kalangan NU dan 
Muhammadiyah. Terlebih lagi dalam penerapannya, metode 
ini diterima oleh jumhur ulama, termasuk ulama emapat 
madzhab.
120
 
Dengan demikian, maka jumhur ulama menggunakan pendekatan 
kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan 
(pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami maqa<s}id asy-syari<ah.  
4. Konsep Maslahah dan Mafsadah dalam Maqa<s}id asy-Syari<ah. 
Terdapat hubungan antara maqa<s}id asy-Syari<ah  dengan Maslahah 
dan Mafsadah karena saling mempengaruhi satu dengan yang lain dan 
bahkan sangat bertolak belakang. Maslahah secara prinsipil sejalan dan 
mendorong serta mempengaruhi sedangkan mafsadah bertolak belakang 
dengan maqa<s}id asy-syari<ah.  
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a. Maslahah 
1) Secara bahasa 
Maslahah berasal dari kata salaha yang berarti baik, 
dengan penambahan alif diawalnya yang secara arti kata 
berarti baik lawan dari kata buruk.
121
 
2) Secara istilah 
Sedangkan secara istilah maslahah mempunyai arti 
perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan 
manusia atau setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi 
manusia, baik dalam arti menarik, menghasilkan 
keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak, 
menghindarkan seperti menolak kerusakan. 
122
 
b. Mafsadah 
1) Secara bahasa 
Secara bahasa mafsadah berasal dari kata al-fasad 
yang mempunyai arti kerusakan, kebalikan dari al-salah 
yang mempunyai arti kebaikan. 
2) Secara istilah 
Sedangkan secara istilah mafsadah adalah segala 
sesuatu yang mendatangkan kerusakan dampak buruk 
manusia dan sebaiknya dijauhi atau dihindari. 
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Ulama Ushul Fiqih menjadi maslahah menjadi beberapa macam 
dan segi, diantaranya: 
1. Segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum 
(tingkatan).
123
 
a. Maslahah Ad-d}aruriyah adalah kemaslahatan yang 
keberadaanya sangat dibutuhkan manusia, yaitu yang 
dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak 
boleh tidak, demi tegaknya kehidupan manusia, terutama 
kelima jdenis maslahah pokok (memelihara agama, jiwa, 
akal, keturunan, harta) 
b. Maslahah Al-hajiyah adalah kemaslahatan yang 
keberadaannya dibutuhkan dalam penyempurnaan 
kemaslahatan pokok, yaitu segala perbuatan dan tindakan 
demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan 
kesuksesan bagi kehidupan manusia secara menyeluruh 
c. Maslahah At-tahsiniyyah adalah maslahah yang tidak 
sampai pada tingkat dharuri dan tidak sampai pada tingkat 
haj, namun segala tindakan perbuatan kebutuhan tersebut 
perlu di penuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan 
keindaan, kesantunan, dan kemuliaan bagi hidup manusia. 
2. Segi kandungan Maslahah  
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a. Maslahah al-ammah adalah kemaslahatan yang menyangkut 
kepentingan orang banyak atau umum. 
b. Maslahah al-khassas adalah kemaslahatan yang 
menyangkut kepentingan khusus atau diri pribadi. 
3. Segi pengakuan maslahah menurut syara‟.124 
a. Maslahah al-mu’tabaroh adalah terdapat kemaslahatan dari 
hal-hal yang dianjurkan atau diperintahkan oleh hukum 
syara‟ nash dalil yang spesifik. 
b. Maslahah al-mulghah adalah terdapat kemaslahatan dari 
hal-hal yang dilarang oleh hukum syara‟. 
c. Maslahah Mursalah adalah terdapat kemaslahatan meskipun 
tidak ada dalil syara‟ yang menganjurkan ataupun yang 
melarang tetapi sejalan substantif dengan kaidah-kaidah 
hukum yang universal. 
Mafsadah adalah sesuatu yang membawa kerusakan dan akan 
mendatangkan kesulitan. Oleh karena itu antara konsep maslahah dan 
mafsadah bertolak belakang. Disisi lain mendatangkan kebaikan atau 
manfaat disisi lain menimbulkan kerusakan. 
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BAB IV 
ANALISIS TERHADAP HASIL KEPUTUSAN BAHS|\UL MASA<IL 
 FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN SE JAWA MADURA 
KE 30 DI PONDOK PESANTREN BABAKAN CIWARINGIN CIREBON 
TENTANG PIAGAM MADINAH SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA 
UNTUK  MASYARAKAT PLURAL 
 
A. Analisis terhadap Dasar Pemikiran Putusan Forum Bahs\ul Masa<il FMPP 
se Jawa Madura ke 30 di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin 
Cirebon tentang Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Negara Untuk 
Masyarakat Plural  
 
Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan analisis terhadap 
dasar pemikiran putusan forum Bahs\ul Masa<il FMPP se Jawa Madura ke-30 
di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon terkait dengan metode 
istinbat} hukum yang digunakan beserta dalil-dallil yang digunakan beserta 
dalil-dalil yang digunakan  dalam memberikan kejelasan hukum mengenai 
Piagam Madinah sebagai Konstitusi Negara Masyarakat Plural. Dengan 
demikian dapat diketahui bagaimana sebenarnya penarikan hukum yang 
dilakukan oleh Forum Bahs\ul Masa<il FMPP se Jawa Madura.  
Maksud dari metode istinbat} hukum adalah cara yang digunakan oleh 
ulama NU atau mubahis pada forum bahs\ul masa<il untuk menggali dan 
memberi kejelasan hukum pada forum bahs\ul masa<il. Pada Penjelasan 
sebelumnya penulis telah memaparkan mengenai metode istinbat} hukum 
yang dugunakan dalam forum bahs\ul masa<il. Dari pemaparan tersebut dapat 
dipahami bahwa mengambil pendapat (qaul atau wajh) dari para ulama 
terdahulu dengan merujuk langsung pada teks-teks yang telah terkodifikasi 
pada al-kutub al-mu’tabarah merupakan metode utama yang digunakan 
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dalam memberikan kejelasan hukum pada forum bahs\ul masa<il metode ini 
disebut metode qauli. 
Menurut penulis, forum bahs\ul masa<il FMPP se Jawa Madura di 
Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon juga menggunakan metode 
qauli, karena dalam memberikan kejelasan hukum mengenai Piagam 
Madinah sebagai Konstitusi untuk masyarakat plural merujuk pada pendapat 
ulama terrdahulu yang terkodifikasi pada al-kutub al-muktabarah, sehingga 
menurut penulis metode istinbat} yang digunakan sudah tepat.  
Referensi atau rujukan yang digunakan untuk memberikan kejelasan 
hukum mengenai kesuaian antara Pancasila dengan Piagam Madinah pada 
forum bahs\ul masa<il bersumber dari kitab-kitab yang terkemuka (al-kutub al-
muktabarah), sebagaimana yang telah penulis pada bab sebelumnya.   
Kitab-kitab yang digunakan yaitu, pertama, kitab  Muhammad Insan 
al-Kamil, halaman 226 dari kitab ini memberikan pengertian bahwa strategi 
yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah perjanjian yang sangat cerdik. 
Perjanjian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah pertumpahan darah 
diantara orang-orang Muslim dan orang-orang non-Muslim.  
Kedua,  Kitab Fatawa al-Subki,  dalil dalam kitab ini memberikan 
pengertian bahwa, sejak ada  perjanjian hudaibiyah yang dilaksanakan oleh 
Nabi Muhammad SAW, orang Islam dan orang kafir tidak dibenarkan untuk 
saling bermusuhan.  
Ketiga, kitab Tafsir al-Munir Fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj, dari 
dalil ini memberikan pengertian untuk menerima akad perdamaian. Islam 
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lebih mendahulukan perdamaian dari pada peperangan dan mewajibkan 
untuk menepati perjanjian dan perdamaian.  
Keempat, makalah dari Habib Zaid bin Abdurrahman bin Yahya al-
Yamani pada saat Muktamar Ulama International di Pekalongan. Dalil ini 
memberikan pengertian bahwa kewajiban putera bangsa untuk menjaga tanah 
air, dan hal itu pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika hijrah 
dari Mekkah ke Madinah. Nabi Muhammad menguatkan Piagam Madinah 
untuk memperkuat hubungan antara kaum Muslimin dengan orang non-
Muslim. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh 
yang sebaik-baiknya dalam hal menjaga tanah air, keamanan dan stabilitas 
negara. Piagam madinah merupakan perjanjian pertama yang mengenalkan 
pada manusia tentang Hak Asasi Manusia, semua warga negara bersatu, dan 
membebaskan tanah air dari ancaman musuh.  
Kelima, kitab al-Alaqah Baina al-Din wa al-Wat}an, dalil dari kitab ini 
memberikan bahwa hubungan antara agama dan negara adalah lazim tidak 
bisa diabaikan. Nabi Muhammad pernah bersabda: Islam dan negara adalah 
saudara kembar, tidak akan sehat salah satunya jika yang lainnya tidak sehat 
pula. Maka Islam adalah sendi dan negara adalah penjaga baginya yang tidak 
bisa dipisahkan. 
Keenam, kitab al-As}bah wa Nada}ir. Dalil dari kitab ini memberikan 
pengertian bahwa ketika ada dua mafsadah yang bertentangan maka harus 
diperhatikan mana yang lebih besar mad}aratnya yaitu mencegah keburukan 
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lebih didahulukan dari pada mencari kebaikan. Yang paling ditekankan dalam 
kaidah ini adalah kemaslahatan. 
 dalam kitab-kitab yang digunakan tersebut, yang perlu digaris bawahi 
adalah Nabi Muhammad SAW memberikan perlindungan yang sama kepada 
kaum non-Islam. Masyarakat Madinah mempunyai tanggung jawab yang 
sama untuk Negara Madinah, tidak dibolehkan untuk berbuat zalim dan 
khianat kepada isi Piagam Madinah.  
Sama seperti halnya dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, nilai-nilai yang ada didalamnya, selaras dengan nilai-nilai yang ada 
dalam Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah, Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 semua masyarakat tanpa terkecuali harus bahu-membahu 
dalam menjaga kesatuan, dan perdamaian. Masyarakat tidak dibenarkan 
untuk saling bermusuhan dan berselisih.  
B. Analisis Persamaan Maqa<s}id Asy-Syari<ah dalam Piagam Madinah 
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
 
Konsensus ulama bahwa Allah SWT mensyariatkan hukum adalah 
dalam rangka memelihara kemaslahatan umat manusia sekaligus untuk 
menghindarkan dari segala bentuk kerusakan. Untuk mewujudkan tujuan-
tujuan Islam, terdapat lima pokok yang harus dipelihara keberadaannya, 
diantaranya memelihara agama (hifz} al-din), memelihara jiwa (hifz} al-nafs), 
memelihara akal (hifz} al-aql), memelihara keturunan (hifz} al-nasl), dan 
memelihara harta (hifz} al-ma>l). Sehingga mukallaf  dapat merasakan dan 
memperoleh kemaslahatan apabila dapat memelihara lima pokok tersebut, 
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sebaliknya jika tidak dapat menerima lima pokok tersebut akan menerima 
mafsadat. 
Ulama Us}ul Fiqih menjadi Maslahah menjadi beberapa macam dan 
segi, diantaranya: 
4. Segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum 
(tingkatan). 
d. Maslahah Ad-daruriyah adalah kemaslahatan yang 
keberadaanya sangat dibutuhkan manusia, yaitu yang dikandung 
oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi 
tegaknya kehidupan manusia, terutama kelima jdenis maslahah 
pokok (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta) 
e. Maslahah Al-hajiyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya 
dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok, yaitu 
segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, 
kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara 
menyeluruh 
f. Maslahah At-tahsiniyyah adalah maslahah yang tidak sampai 
pada tingkat dharuri dan tidak sampai pada tingkat haj, namun 
segala tindakan perbuatan kebutuhan tersebut perlu di penuhi 
dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindaan, 
kesantunan, dan kemuliaan bagi hidup manusia. 
5. Segi kandungan Maslahah  
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c. Maslahah Al-ammah adalah kemaslahatan yang menyangkut 
kepentingan orang banyak atau umum. 
d. Maslahah Al-khassas adalah kemaslahatan yang menyangkut 
kepentingan khusus atau diri pribadi. 
6. Segi pengakuan maslahah menurut syara‟.125 
d. Maslahah Al-mu’tabarah adalah terdapat kemaslahatan dari 
hal-hal yang dianjurkan atau diperintahkan oleh hukum syara‟ 
nash dalil yang spesifik. 
e. Maslahah Al-mulghah adalah terdapat kemaslahatan dari hal-
hal yang dilarang oleh hukum syara‟. 
f. Maslahah Mursalah adalah terdapat kemaslahatan meskipun 
tidak ada dalil syara‟ yang menganjurkan ataupun yang 
melarang tetapi sejalan substantif dengan kaidah-kaidah 
hukum yang universal. 
Mafsadah adalah sesuatu yang membawa kerusakan dan akan 
mendatangkan kesulitan. Oleh karena itu antara konsep Maslahah dan 
Mafsadah bertolak belakang. Disisi lain mendatangkan kebaikan atau 
manfaat disisi lain menimbulkan kerusakan. 
Forum bahs\ul masa<il FMPP se Jawa Madura ke 30 di Pondok 
Pesantren Babakan Ciwaringi Cirebon telah dibahas permasalahan Piagam 
Madinah sebagai konstitusi negara untuk masyarakat Plural. Forum 
tersebut memutuskan bahwa Pancasila sangat sesuai dengan nilai-nilai 
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yang termaktub dalam Piagam Madinah. Yakni semangat untuk 
membentuk negara kesatuan yang aman, damai, dan saling menghormati 
antar suku dan agama. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pendapat-
pendapat dari ulama terdahulu yang terkodifikasi dalam al-kutub al-
muktabarah kemudian digunakan metode ilhaq yaitu menyamakan hukum 
suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada 
ketetapan hukum) dengan kasus atau masalah yang serupa yang telah 
dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan 
dengan pendapat yang sudah jadi. 
Penulis setuju dengan keputusan yang ditetapkan oleh forum 
bahs\ul masa<il ini, sebab dalam dalil-dalil  yang digunakan untuk referensi 
dalam memutusakan permasalahan dalam bahs\ul masa<il ini sudah sangat 
relevan.  
Kitab-kitab yang digunakan yaitu, pertama, kitab  Muhammad 
Insan al-Kamil, halaman 226 dari kitab ini memberikan pengertian bahwa 
strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah perjanjian yang 
sangat cerdik. Perjanjian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah 
pertumpahan darah diantara orang-orang Muslim dan orang-orang non-
Muslim. Hal ini sesuai dengan prinsip maqa<s}id asy-syari<ah, yaitu hifz} al-
nafs (memelihara jiwa). Kemudian halaman 224, memberikan pengertian 
bahwa konstitusi yang dibuat memberikan hak kebebasan beragama, 
mengharamkan pertumpahan darah, serta menjaga harta benda untuk  
masyarakat Madinah. hal ini sesuai dengan prinsip maqa<s}id asy-syari<ah, 
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yaitu hifz al-di>n (memelihara agama), hifz} al-nafs (memelihara jiwa) dan 
hifz al-ma>l (memelihara harta). 
Kedua,  Kitab Fatawa al-Subki,  dalil dalam kitab ini memberikan 
pengertian bahwa, sejak ada  perjanjian hudaibiyah yang dilaksanakan 
oleh Nabi Muhammad SAW, orang Islam dan orang kafir tidak dibenarkan 
untuk saling bermusuhan. Hal ini sesuai dengan maqa<s}id asy-syari<ah, 
yaitu hifz} al-nafs (memelihara jiwa). 
Ketiga, kitab Tafsir al-Munir Fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj, 
dari dalil ini memberikan pengertian untuk menerima akad perdamaian. 
Islam lebih mendahulukan perdamaian dari pada peperangan dan 
mewajibkan untuk menepati perjanjian dan perdamaian. hal ini sesuai 
dengan prinsip  maqa<s}id asy-syari<ah, yaitu hifz} al-nafs (memelihara jiwa).  
Keempat, makalah dari Habib Zaid bin Abdurrahman bin Yahya al-
Yamani pada saat Muktamar Ulama International di Pekalongan. Dalil ini 
memberikan pengertian bahwa kewajiban putera bangsa untuk menjaga 
tanah air, dan hal itu pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW 
ketika hijrah dari Mekkah ke Madinah. Nabi Muhammad menguatkan 
Piagam Madinah untuk memperkuat hubungan antara kaum Muslimin 
dengan orang non-Muslim. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW 
telah memberikan contoh yang sebaik-baiknya dalam hal menjaga tanah 
air, keamanan dan stabilitas negara. Piagam madinah merupakan 
perjanjian pertama yang mengenalkan pada manusia tentang Hak Asasi 
Manusia, semua warga negara bersatu, dan membebaskan tanah air dari 
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ancaman musuh. Dalil ini sesuai dengan prinsip  maqa<s}id asy-syari<ah 
yaitu hifz} al-nafs (memelihara jiwa), 
Kelima, kitab al-Alaqah Baina al-Din wa al-Wat}an, dalil dari kitab 
ini memberikan bahwa hubungan antara agama dan negara adalah lazim 
tidak bisa diabaikan. Nabi Muhammad pernah bersabda: Islam dan negara 
adalah saudara kembar, tidak akan sehat salah satunya jika yang lainnya 
tidak sehat pula. Maka Islam adalah sendi dan negara adalah penjaga 
baginya yang tidak bisa dipisahkan. hal ini sesuai dengan maqa<s}id asy-
syari<ah, yaitu hifz} al-di>n (memelihara agama), karena cinta negara sama 
dengan cinta agama. 
Keenam, kitab al-As}bah wa Nada}ir. Dalil dari kitab ini 
memberikan pengertian bahwa ketika ada dua mafsadah yang bertentangan 
maka harus diperhatikan mana yang lebih besar mad}aratnya, kaidahnya 
adalah َردَ علحاصلداَ بلجَ نمَ لواَ دسفلدا   yaitu mencegah keburukan lebih 
didahulukan dari pada mencari kebaikan. Yang paling ditekankan dalam 
kaidah ini adalah kemaslahatan. 
Ada  47 pasal dalam Piagam Madinah yang isinya menekankan 
pada persatuan yang erat dikalangan kaum Muslimin dan kaum Yahudi, 
menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan 
kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam 
kehidupan sosial politik, untuk mewujudkan pertahanan dan perdamaian, 
dan menetapkan wewenang bagi Nabi Muhammad SAW untuk menengahi 
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dan memutuskan segala perbedaaan pendapat dan perselisihan yang timbul 
di antara mereka 
Piagam Madinah yang berisi sepuluh (10) bab tersebut secara lebih 
rinci mencakup: Muqadimah; Bab I : Pembentukan Ummat: berisi satu (1) 
pasal, Bab II :Hak Asasi Manusia: berisi sembilan (9) pasal, terdapat -
maqa<s}id asy-syari<ah dalam pasal tersebut, yaitu hifz} al-nafs (memelihara 
jiwa), yang menjadi penekanan didalam pasal 2 sampai pasal 9 adalah 
melindungi hak asasi setiap penduduk Madinah. 
Bab III: Persatuan Seagama: berisi 5 Pasal, terdapat maqa<s}id asy-
syari<ah dalam pasal tersebut, yaitu hifz} al-di>n karena setiap warga 
Madinah dijamin Hak kebebasan beragama. Dan selain agama Islam 
diperbolehkan hidup dalam negara Madinah. setiap warga Madinah 
mempunyai hak yang sama, tanpa dibeda-bedakan agamanya. Non Islam 
juga berhak atas santunan, sepanjang orang Islam tidak terzalimi dan 
ditentang oleh mereka, hifz} al-ma>l (memelihara harta). 
Bab IV: Persatuan Segenap Warganegara: berisi sembilan (9) 
pasal, bab ini selaras dengan maqa<s}id asy-syari<ah, yaitu hifz} al-nafs 
(memelihara jiwa), dan hifz} al-nasl (memelihara keturunan). Sebab dalam 
pasal ini semua warga negara dilarang untuk saling bermusuhan. Semua 
harus bertanggung jawab untuk tidak menghianati isi Piagam Madinah.  
Bab V: Golongan Minoritas: berisi dua belas (12) pasal, Piagam 
Madinah juga melindungi kaum minoritas, artinya keadilan tidak hanya 
diberikan kepada kaum mayoritas saja, akan tetapi kaum minoritas juga 
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berhak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan, bukan dilihat dari 
etnisnya akan tetapi keadilan itu diberikan karena kaum minoritas sama-
sama berstatus sebagai warga negara Madinah. Maqa<s}id asy-syari<ah yang 
terdapat dalam pasal ini adalah hifz} al-nafs (memelihara jiwa).  
Bab VI: Tugas Warganegara: berisi tiga (3) pasal, tugas warga 
negara Madinah adalah untuk menjaga Madinah dari serangan musuh. 
penduduk Madinah dilarang untuk saling berbusuhan dengan kaum yang 
lain. Tidak diperbolehkan untuk berbuat kerusakan dan berkhianat pada isi 
Piagam Madinah. bagi siapa yang membunuh kaum yang lain, maka 
hukuman yang harus diterimanya adalah dengan cara dibunuh. Pasal ini 
sesuai dengan maqa<s}id asy-syari<ah yang terdapat dalam pasal ini adalah 
hifz} al-nafs (memelihara jiwa). 
 Bab VII berisi tiga (tiga) pasal,: Melindungi Negara, semua warga 
negara harus membahu untuk menjaga keamanan negara. Maqa<s}id asy-
syari<ah yang terdapat dalam pasal ini adalah hifz} al-nafs (memelihara 
jiwa). 
Bab VIII: Pemimpin Negara: bahwa yang memimpin negara 
Madinah adalah Nabi Muhammad SAW. Jika terjadi perselisihan maka 
yang menyelesaikan adalah beliau. 
berisi tiga (3) pasal, Bab IX: Politik Perdamaian: berisi dua (2) 
pasal, semua pihak harus melaksankan perdamaian, setiap warga negara 
wajib melaksanakan kewajiban sesuai tugasnya. Warga Negara Madinah 
dilarang untuk melakukan penghianatan pada isi Piagam, semuanya harus 
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patuh dan taat pada isi piagam serta tidak diperbolehkan untuk menyerang 
agama. Maqa<s}id asy-syari<ah yang terdapat dalam pasal ini adalah hifz} al-
nafs (memelihara jiwa) dan hifz} al-di>n (memelihara agama). dan Bab X: 
Penutup berisi satu (1) pasal penutup. Yang isinya menekankan bahwa 
Piagam Madinah tidak membela orang zalim dan khianat. 
Kemudian maqa<s}id asy-syari<ah dalam Pancasila adalah: 
Sila Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, terdapat hifz} al-di>n 
(memelihara agama), karena dalam sila ini mengakui bahwa, setiap warga 
negara harus beragama.  
Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradap, hifz} al-nafs 
(memelihara jiwa). 
Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, hifz} al-nafs (memelihara jiwa) 
Sila Keempat, Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmat 
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. hifz} al-aql 
(memelihara akal). 
Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, hifz 
al-din (memelihara agama) hifz} al-nafs (memelihara jiwa), hifz} al-mal 
(memelihara harta), hifz} al-nasl (memelihara keturunan), dan hifz}-aql 
(memelihara akal). 
Beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang 
didalamnya terdapat maqa<s}id asy-syari<ah, hifz} al-di>n (memelihara agama), 
hifz} al-nafs (memelihara jiwa), hifz} al-nasl (memelihara keturunan), hifz} 
al-aql (memelihara akal), hifz} al-mal (memelihara harta). 
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f. Bab 10 A pasal 28A sampai pasal 28J tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 28A 
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya 
 
Pasal 28 B 
(1)   Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah.  
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
 
Pasal 28C 
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 
 
Pasal 28D 
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan. 
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 
 
Pasal 28E 
(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara 
dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat. 
 
Pasal 28F 
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  
untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia. 
 
Pasal 28G 
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri  pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya  
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
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untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 
(2)  Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 
politik dari negara lain. 
 
Pasal 28H 
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan. 
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan. 
(3) Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 
 
Pasal 28I 
(1) Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  untuk  
kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama, hak  untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan 
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 
(2) Setiap  orang  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  
atas  dasar  apapun  dan  berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban. 
(4) Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  
manusia  adalah  tanggung  jawab negara, terutama pemerintah. 
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 28J 
(1)   Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
(2)  Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  
agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat 
demokratis. 
 
g. Bab 11 pasal 29 tentang Agama 
Pasal 29 
(1)   Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
(2) Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  
memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu. 
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h. Bab 12 pasal 30 tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara 
Pasal 30 
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara.  
(2) Usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara  dilaksanakan  melalui  
sistem  pertahanan  dan  keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan 
utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut 
dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, 
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian  Negara Republik Indonesia di 
dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara 
dalam usaha pertahanan dan keamanan  diatur dengan undang-undang. 
 
i. Bab 13 pasal 31 dan pasal 32 tentang Pendikan dan Kebudayaan,  
Pasal 31 
(1)  Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 
wajib membiayainya. 
(3)  Pemerintah   mengusahakan   dan   menyelenggarakan   satu   sistem   
pendidikan   nasional,   yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 
diatur dengan undang-undang. 
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta 
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 
(5)Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menunjang tinggi nilai-nilai agama dan 
persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 
manusia. 
 
Pasal 32 
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan 
budaya nasional. 
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j. Bab 14 pasal 33 dan pasal 34 tentang Perekonomian Nasional dan 
Kesejahteraan Sosial. 
Pasal 33 
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar   atas   demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang 
 
Pasal 34 
(1)  Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan. 
(3) Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas pelayanan  
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang. 
 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat sesuai 
dengan Piagam Madinah. Walaupun secara bentuknya berbeda tetapi 
secara substansial sama. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 
konstitusi tertulis negara Indonesia yang melindungi hak-hak setiap warga 
negara Indonesia. ada kesamaan lima maqa<s}id asy-syari<ah yang ada dalam 
Piagam Madinah,  dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Adapun persamaannya adalah: 
1. Keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada 
paksaan untuk berpindah agama (hifz} al-di>n) 
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2. Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani diluar 
ketentuan hukum (hifz} al-nafs) 
3. Keselamatan keluarga dan keturunan (hifz }an-nasl) 
4. Keselamatan untuk belajar dan mencari ilmu atau menempuh 
pendidikan (hifz} al-aqli) 
5. Keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan atau 
penggusuran diluar prosedur hukum (hifz} al-mal) 
Dalam Piagam Madinah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
yang paling diutamakan adalah kemaslahatan (maslahah). Ada beberapa 
macam kemaslahatan (maslahah) yang terdapat dalam Piagam Madinah, 
Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya yaitu: maslahah 
ad-dzaruriyah, maslahah Al-hajiyyah, maslahah at-tahsiniyyah.  
Dilihat  dari segi kandungan maslahah antara Piagam Madinah, 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar menggunakan maslahah ammah 
karena didalam Piagam Madinah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 
kemaslahatan untuk semua itu yang paling diutamakan. 
Dari segi pengakuan maslahah menurut syara‟, antara Piagam 
Madinah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar terdapat maslahah al-
mu’tabarah karena  ada dalil yang menganjurkan seseorang harus 
senantiasa berbuat kebaikan dan menghindari kerusakan, dan berbuat 
kebaikan itu dilakukan untuk semua, Hal ini selaras dengan kaidah fiqih  
دصفملل  َعردَ ىلعَ حلصلداَ بلج dan  terdapat maslahah mursalah  yaitu,  
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Piagam Madinah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada 
dalilnya dalam al-Qur‟an dan Hadis, akan tetapi dibuat dengan tujuan 
untuk kemaslahatan bersama. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
 
1. Pada bahs\ul masa<il Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa Madura 
ke 30 di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon telah dibahas 
mengenai Piagam Madinah sebagai konstitusi bernegara masyarakat Plural. 
Dalam forum bahs\ul masa<il ini ada permasalahan yang diangkat apakah 
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah sesuai dengan nilai-nilai 
dalam piagam Madinah?  Jawabannya dari bahs\ul masa<il tersebut  Pancasila 
sangat sesuai dengan nilai-nilai yang termaktub dalam Piagam Madinah. 
Yakni semangat untuk membentuk negara kesatuan yang aman, damai, dan 
saling menghormati antar suku dan agama. Dalam beristinbat}, forum bahs\ul 
masa<il menggunakan metode qauli, yaitu menggunakan pendapat ulam 
terdahulu yang terkodifikasi pada al-kutub al-mutabarah yang relevan 
dengan tema yang diangkat sebagai sumber utama. Untuk menyelaraskan 
pendapat ulama terdahulu dengan permasalahan modern yang belum pernah 
dibahas sebelumnya, atau belum mempunyai ketetapan hukum, digunakan 
metode ilhaq al-Masail bi Naza}iriha, yaitu menyamakan hukum suatu kasus 
atau masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan kasus atau 
masalah yang serupa yang telah ada ketetapan hukumnya.  
2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat sesuai dengan 
Piagam Madinah. Walaupun secara bentuknya berbeda tetapi secara 
substansial sama. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 
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konstitusi tertulis negara Indonesia yang melindungi hak-hak setiap warga 
negara Indonesia. ada kesamaan lima maqa<s}id asy-syari<ah yang ada dalam 
Piagam Madinah,  dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Adapun persamaannya adalah: 
6. Keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan 
untuk berpindah agama (hifz} al-di>n) 
7. Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani diluar 
ketentuan hukum (hifz} al-nafs) 
8. Keselamatan keluarga dan keturunan (hifz} al-nasl) 
9. Keselamatan untuk belajar dan mencari ilmu atau menempuh 
pendidikan ( hifz} al-aql) 
10. Keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan atau 
penggusuran diluar prosedur hukum (hifz} al-ma>l) 
Penulis menyimpulkan bahwa dalam Piagam Madinah, Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar yang paling diutamakan adalah kemaslahatan 
(maslahah). Ada beberapa macam kemaslahatan (maslahah) yang terdapat 
dalam Piagam Madinah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, 
diantaranya yaitu: maslahah ad-d}aruriyah, maslahah Al-hajiyyah, 
maslahah at-tahsiniyyah.  
Dilihat  dari segi kandungan maslahah antara Piagam Madinah, 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar menggunakan maslahah ammah 
karena didalam Piagam Madinah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 
kemaslahatan untuk semua itu yang paling diutamakan. 
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Dari segi pengakuan maslahah menurut syara‟, antara Piagam 
Madinah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar terdapat maslahah al-
mu’tabarah karena  ada dalil yang menganjurkan seseorang harus 
senantiasa berbuat kebaikan dan menghindari kerusakan, dan berbuat 
kebaikan itu dilakukan untuk semua, Hal ini selaras dengan kaidah fiqih  
دصفملل  َعردَ ىلعَ حلصلداَ بلج dan  terdapat maslahah Mursalah  yaitu,  
Piagam Madinah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada 
dalilnya dalam al-Qur‟an dan Hadis, akan tetapi dibuat dengan tujuan 
untuk kemaslahatan bersama dan tidak bertentangan nilai-nilai universal 
Islam. 
B. SARAN 
 
1. Bagi Hizbut Tahrir Indonesia dan kelompok-kelompok anti Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan legitimasi Agama untuk 
menerapkan sistem Khilafah di Indonesia, jangan mempertentangkan 
antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan  agama Islam.  
Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat sesuai dengan 
nilai –nilai yang ada dalam  Piagam Madinah.   
2. Pancasila adalah dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 
konstitusi negara, yang harus dijaga dan dipertahankan dari gerakan-
gerakan kelompok yang ingin mengganti ideologi negara.  
3. Pemerintah harus terus melakukan upaya prefentif, memberikan sosialisasi 
empat pilar yaitu, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 (PBNU) kepada 
masyarakat terutama untuk generasi muda agar dapat memupuk rasa 
nasionalisme pada diri generasi bangsa. 
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